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KEDUDUKAN SURAT PER \ANJIAN TENTANG PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAH ATAS BAGIAN-BAGIAN
TERTENTU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN OTORITA
PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN
DAMPAKNYA ™~ MASA MENDATANG

Vivin' dan Maria S.W. Sumardjono®
INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Otorita Batam
mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya Sertipikat
Hak Pengelolaan. kedudukan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian Lahan antara
Otorita Batam dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya hak pengelolaan
dan dampak penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga sebelum dan sesudah
terbitnya hak pengelolaan serta perlindungan hukumnya.

Penelitian dilakukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Responden
dalam penelitian adalah pihak ketiga yang mengadakan Perjanjian Tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-bagian tertentu di
atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan " ‘rah Industri Pulau Batam
yang sudah dan yang belum terbit sertipikat Hak Pengelolaannya. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk responden dan wawancara untuk
narasumber. Data sekunder maupun data primer yang terkumpul dianalis secara
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Landasan hukum Otorita Batam menyerahkan bagian tanah di atas Tanah Hak
Pengelolaan dengan mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga sebagaimana
yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
baik sebelum dan sesudah terbitnya sertipikat Hak Pengelolaan didasarkan pada
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor | Tahun 1977.

2. Kedudukan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibuat sesudah
terbitnya sertipikat Hak Pengelolaanya adalah sah dan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Surat Perjanjian
Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian
Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri

'Komplek Perumahan Baloi Mas Garden blok M nomor 2, Batam
*Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
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Pulau Batam yang dibuat sebelum terbitnya sertipikat Hak Pen- -lolaanya adalah
tidak sah dan batal demi hukum karena Hak Pengelolaan belum dic' “tarkan.

3. Penyerahan penggunaan tanah di atas bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak
ketiga sebelum terbitnya Hak Pengelolaan tidak memberikan jaminan kepastian
hukum karena pihak ketiga tidak dapat mendaftarkan hak atas tanahnya,
sedangkan penyerahan penggunaan tanah sesudah terbitnya hak pengelolaan tidak
menghalangi pihak ketiga untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dan memberikan
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanahnya.

Kata kunci : Surat Perjanjian. Hak Pengelolaan, Otorita Batam

xiii
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AR Y TIONOT A GREEMENT-ON EEAND ALLOEATIC ", USE, AND
MANAGEMENT OVER CERTAIN PORTIONS ON * *~D UNTI'™R
MANAGEMENT RIGHT OF THE AUTHO! TY OF INDUSTRIAL AREA
DEVELOPMENT OF BATAM ISLAND AND ITS IMPACT IN THE FUTURE

Vivin' and Maria S.W. Sumardjono®
ABSTRACT

The study seeks to find the legal basis of the Authority of Batam in arranging an
agreement with third party before and after the issuance of the Certificate of
Management Right, the status the Agreement on the Allocation of land between the
Authority of Batam and the third party before and after the issuance of the Certificate
of Management Right and the impact of the handov~ - of use right to the third party
before and after the issuance of management right and its legal protection.

This research was conducted in Batam, in the Province of Riau Archipelago.
Respondents are the third party who ha¢ * - * | agreement on the allocation, use, and
management of land over certain portions on the land under management right of the
authority for the development of industrial area in Batam Island which certificate of
management right has been and yet to be issued. Data are collected by distributing
questionnaire for respondents and interviewing authorities. Primary as well as
secondary data collected are then analyzed qualitatively.

Result indicates that:

1. The legal basis of Batam Authorities in handing over the portions of land
under management rights in the agreement with the third party as prescribed
by the Minister of >mestic Affairs’ regulation 1, 1977, before and after the
issuance of management right certificate is based on the President’s
Instruction 41, 1973 and the Minister of Domestic Affairs’ Regulation 1, 1977

2. The letter of agreement pertaining the allocation, use, and management of
land over certain portions of the land under management right of the
authorities of industrial area development in Batam Island that was made after
the issuance of its certificate of management right is legitimate and has
conformed to the existing law. On the other hand, the letter of agreement
pertaining the allocation, use, and management of land over certain portions
on the land under management right of the authority of industrial area
development in Batam Island that had been made before the issuance of its

' Baloi Mas Garden M No. 2, Batam
? Notary Master Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta
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certifit@tedPANAE At M right i ety gnd iflust be revoked by the law
because the management right was not yet acquired

The handover of land use of the certain portions of the land under
management right to the third party before the issuance of management right
does not guarantee legal certainty since the third party is not able to register
the rights over his land. On the other hand, handover of land use after the
issuance of management right does not prevent the third party from
registering the right over his land and entitles him by the law to exercise his

right on the land.

L

Keywords: Agreement, Management Right, Batam Authority
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A. LATAR BELAKANG

Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. sepanjang perjalanan sejarah umat manusia selalu merupakan sumber
daya alam yang amat penting untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia
dengan bumi, bumi bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia melainkan
juga memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia
berupa kekayaan alam.

Hubungan antara manusia dengan bumi terus berkembang sejalan dengan
perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku
terhadap hubungan manusia dengan air, baik air tawar maupun air laut. Air tawar
diperlukan oleh manusia bukan hanya sekedar untuk minum, mandi dan untuk
keperluan mencuci. Laut juga dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan
pelayaran, laut juga telah menyediakan kekayaan laut yang senantiasa dapat
dicksploitasi oleh manusia, baik berupa kekayaan hayati dan nabati, maupun
berupa mineral dan gas bumi.

Ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Indonesia
dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang P uran Dasar Pokok-

Pokok Apgraria yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia
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Nomor" 03 TR YO8 VaRE BEAUSH SEFE betiiiiug dalam Penjelasan Umum

Angka | sebagai bertkut :

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) ialah :

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan
bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyrakat yang
adil dan makmur

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam
hukum pertanahan.

¢. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pandangan
terhadap manusia sebagai makhiuk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di satu

+

pihak, dan par * ngan manusia Indonesia terh: ' > tanah sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa di lain pihak, telah melahirkan hubungan manusia Indonesia
dengan tanah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang tersimpul
dalam Pasai 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa :
* Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan
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Indonesia, melainkan hanya dikuasai oleh negara seperti yang ditetapkan oleh

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat {3) UUPA.

Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, kewenangan
yang tersimpul di dalamnya dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA yang
menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini
memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan ! i, air * 1 ruang angkasa tersebut

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Berdasarkan pada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-
macam hak atas tanah, hak atas air dan hak atas ruang angkasa yang dapat
diberikan kepada orang atau Badan Hukum sesuai dengan Pasal 4 UUPA yang
menyatakan bahwa :

(1). Atas dasar hak menguasai dart Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak .~ i permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan

hukum.
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(2). Hakhak > ars™ a‘ﬁggl@%’ﬂughd i%%ﬁeéﬁﬁpoaﬁofﬁﬂmﬁc}'}da/t (1) pasal ini memberi

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperiukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan tanah itu dalam batas-
batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi.
(3). Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.
Dalam pada itu Penjelasan Umum 11 angka 2 menjelaskan pula bahwa :
*Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan
sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikannya dalam
pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah
swantara) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. *
Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan hak menguasai dari
negara itu ditetapkan oleh Pasal 16 UUPA yang menyatakan scbagai berikut :
(1). Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
¢. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai
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f. hak membuka tanah
g. hak memungut hasil hutan
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53
(2.) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) ialah :
a. hak guna air
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
c¢. hak guna ruang angkasa
Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53
tersebut, adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa
tanah pertani
Bertitik tolak dari ki * v Pasal 16 di atas khususnya, dan UUPA itu
sendiri umumnya, tidak secara jelas disebut ada kemungkinan bagi negara untuk
dapat memberikan hak atas tanah dengan Hak Pengelolaan kecuali hanya disebut
oleh Penjelasan Umum II angka 2 seperti tersebut di atas. Namun kenyataan
dalam praktik menunjukkan bukan saja hak itu telah dikenal, bahkan Hak
Pengelolaan itu telah semakin berkembang.
Khusus terhadap Pasal 16 UUPA, A.P. Parlindungan (1990 : 74)
menyatakan “Bahwa hak-hak atas = iah yang terdapat dalam Pasal 16 ini yang

kelihatannya semula akan bersifat limitatif, tetapi dalam perkembangannya
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perkembangan baru atas hak-hak atas agraria lainnya ' sebagai contoh Hak
Pengelolaan yang kint diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
Tahun 1977.

Dalam pada itu, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak menguasai
dari negara vang merupakan wewenang dari pemerintah pusat, dalam
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat
hukum adat yang di dalam perkembangannya telah melahirkan Hak Pengelolaan
yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 {(UUPA) Pasal 16, selain
diatur hak-hak atas tanah, sekaligus diatur pula hak-hak atas air dan ruang
angkasa. Hak-hak atas air dan ruang angkasa itu adalah hak guna air, hak
pemeliharaan dan penangkapan ikan dan hak guna ruang angkasa.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 juncto Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Pulau Batam telah ditetapkan
sebagai daerah industri.

Pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam menjadi
tanggung jawab Otorita Batam, terutama dalam hal pengembangan pembangunan
Pulau Batam sebagai Daerah Industri, mengembangkan kegiatan-kegiatan
pengalthan kapal (transhipment), merencanakan kebutuhan prasarana dan

ngusahaan instalasi-in:* ' ;i prasarana, serta menjamin agar tata cara perijinan
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dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam menjalankan usaha di Pulau

Batarn dapat berjalan lancar dan tertib, sehingga dapat menumbuhkan minat para
pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam merupakan salah satu sub sistem dari sistem Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun dalam sistem hukum di [ndonesia.

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengalokasikan tanah
bagi pengusaha dan investor (pihak ketiga) dengan cara membayar Uang Wajib
Tahunan Otorita Batam (UWTO) dengan harga per meter persegi bervariasi sesuai
dengan letak lokasi yang diminta. Di kawasan Batu Ampar (Sungai Panas)
misainya, pengusaha diwajibkan membayar Rp 51.750 per meter persegi untuk
perumahan, sedangkan di kawasan Batu Aji (Muka Kuning) Rp 35.750 per meter
persegi. Pembayaran UWTO tersebut dibuktikan dengan Faktur Tagthan UWTO
beserta slip setoran atas pembayaran UWTO tersebut.

Setelah UWTO tersebut telah dibayar lunas oleh pihak ketiga, maka Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam akan menerbitkan Faktur Jaminan
Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (FIPMB) dan Gambar Penetapan Lokasi (PL).
Karena pihak ketiga telah melunasi UWTO, maka Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batarn wajib membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak
ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor | Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian

Hak Atas Tanah Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
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mendapat semp&at induk lgengelo aan  l.ahan (PL)}-nya dari Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dari * ~ tersebut, terdapat ribuan
konsumen perumahan di Batam yang membeli rumah tetapi sertipikatnya tidak
ada (Harian Batam Pos tanggal 13 Januari 2007).

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka peneliti melakukan
penclitian tentang “Kedudukan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian,
Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah
Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dan

Dampaknya di Masa Mendatang. =

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan paparan di atas, permasalahan dalam penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut :
I. Apakah landasan hukum Otorita Batam mengadakan perjanjian dengan

pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan ?

2

Bagaimanakah kedudukan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian Lahan
antara Otorita Batam dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya
Hak Pengelolaan?

3. Bagaimanakah dampak penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga
sebelum dan sesudah terbitnya Hak Pengelolaan dan bagaimanakah

perlindungan hukumnya bagi pihak ketiga?

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan




10

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas
bagian-bagian ) )

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan
dampaknya di masa mendatang

UNIVERSITAS ' VIVIN, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

GADJAH MADA

Universitas I a, |. Diyunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
c. TUSTARPENELATAN

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum Otorita Batam mengadakan perjanjian
dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya Sertipikat Hak
Pengelolaan

2. Untuk mengetahui kedudukan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian
Lahan antara Otorita Batam dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah
terbitnya Hak Pengelolaan

3. Untuk mengetahui dampak penyerahan penggunaan tanah kepada pihak
ketiga sebelum dan sesudah terbitnya Hak Pengelolaan dan mengetahui

perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

D. MANFAAT PENELITIAN

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu hukum. khususnya hukum agraria yaitu memberikan
deskripsi tentang penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan,
khususnya terkait dengan Hak Pengelolaan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman serta masukan kepada Otorita Batam dalam membuat
kebijakan berkenaan dengan Hak Pengelolaan Otorita Batam dan memberi

kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat.
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E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan ada beberapa

penelitian mengenat Hak Pengelolaan yaitu yang berjudul ;

1. Aspek Yuridis Pengalokasian Lahan dan Pembatalan Penggunaan Tanah Atas
Bagian-bagian Tanah Tertentu Hak Pengelolaan oleh Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam. Skripsi hasil penelitian Nur Rahma Dahlan,
Tahun 2004, Mahasiswi Fakultas Hukum UIB (Universitas Internasional
Batam).

Permasalahan yang dikemukakan :

a. Bagaimana bentuk dan syarat-syarat perjanjian antara pemegang Hak
Pengelolaan tanah (Badan Otorita) dengan pihak ketiga sebagai penerima
hak?

b. Apa yang menjadi dasar dan alasan dilakukan pembatalan pengalokasian
penggunaan tanah atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam?

¢. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap
pembatalan tersebut?

Mengenai bentuk perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan (Badan
Otorita) dengan pihak ketiga sebagai penerima hak yaitu untuk luas
pengalokasian lahan lebih dari 2 Ha (dua hektar), maka Surat Perjanjian
Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-
Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan

Daerah [ndustri Pulau Batam dilakukan dihadapan Notaris sedangkan untuk
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Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan ..nah Atas Bagian-Bagian
Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam cukup di bawah tangan.

Mengenai dasar dilakukannya pembatalan pengalokasian penggunaan
tanah atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan oleh Otorita Batam
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yaitu karena di dalam Surat
Perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyimpang dari ketentuan-
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam hal
pembatalan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, para
pihak sepakat bahwa pembatalan tersebut tanpa harus dimintakan pada hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tetapi cukup dibuktikan dengan adanya wanprestasi. Sedangkan
mengenai alasan dilakukan pembatalan pengalokasian penggunaan tanah atas
bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan oleh Otorita Batam Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam yaitu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat
yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut oleh pihak ketiga antara
lain tidak membayar Uang wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan tidak
membangun sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap
pembatalan tersebut adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara.
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2. Permasalahan ang Dihadapi Oleh Pen ang Hak Pengelolaan Atas Tanah

Untuk Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Lombok Tengah
Propinsi Nusa Tenggara Barat Pasca Pengadaan Tanah. Skripsi hasil
penelitian Putu Juni Swasta, Tahun 200!, Mahasiswa Jurusan Manajemen
Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Permasalahan yang dikemukakan adalah munculnya permasalahan
penguasaan fisik dan penguasaan yuridis yang dihadapi oleh pemegang Hak
Pengelolaan atas Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Pasca
Pengadaan Tanah.

Mengenai munculnya permasalahan penguasaan fisik yang dihadapi oleh
pemegang Hak Pengelolaan atas Tanah Untuk Pembangunan Bandara
Internasional Pasca Pengadaan Tanah yaitu karena adanya penguasaan dan
pendudukan kembali tanah-tanah tersebut oleh pihak-pihak lain seperti para
bekas pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan mengenai munculnya
permasalahan penguasaan yuridis yang dihadapi oleh pemegang Hak
Pengelolaan atas Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Pasca
Pengadaan Tanah yaitu karena adanya keberatan atau gupatan dari sebagian
pemilik tanah.

3. Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan (Studi Kasus
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1972 di
Lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun). Tesis hasil penelitian
Agus Sekarmadji, Tahun 1999, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

(Universitas Gadjah Mada).
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a. Bagaimana tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas
bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada penduduk di lingkungan
Perumka daerah operasi VII Madiun?

b. Apa jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada penduduk terhadap
bagian dari tanah Hak Pengelolaan Perumka?

c. Bagaimana hak dan kewajiban Perumka dan penduduk tersebut selama
bagian tanah Hak Pengelolaan itu dikuasai oleh penduduk?

Garis besar hasil penelitian adalah bahwa tata cara pemberian bagian tanah
pengelolaan Perumka daerah Operasi VII Madiun kepada penduduk tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977 jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1973. Hal ini terlihat dari segi-segi pejabat yang
berwenang dalam memberikan hak kepada penduduk dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penduduk dalam mengajukan permohonan hak tersebut.

Hak yang diberikan kepada penduduk adalah hak sewa untuk bangunan.
Pemberian hak sewa ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) UUPA bahwa
tanah yang disewa harus berstatus Hak Milik sedangkan Perumka bukan
subjek pemegang Hak Milik dan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977 bahwa bagian tanah Hak
Pengelolaan yang diberikan kepada pihak ketiga terbatas pada Hak Milik, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai.
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R gﬁagsgﬁtg?hﬁaaﬁa'ﬁ?ﬁﬂ%&n&hgﬁgﬁgﬁ erumka berhak menerima uang sewa dan
menerima kembali tanah yang disewa bila surat Perjanjian berakhir, serta
berhak untuk membatalkan secara sepihak apabila penduduk sebagai penyewa
tidak bersedia atau tidak mampu membayar uang sewa dalam jangka waktu
vang telah ditetapkan sedangkan penduduk sebagai penyewa berhak
menggunakan tanah yang disewa sesuai dengan penggunaan yang telah
disepakati dan diterima.

Kewajiban Perumka yaitu untuk menyediakan tanah yang akan disewa
oleh penduduk dan memberlakukan tarif baru sedangkan kewajiban penduduk
atau pihak penyewa yaitu membayar tarif sewa kepada Perumka sesuai dengan
tarif yang berlaku, mengosongkan dan menyerahkan tanah yang disewa tanpa
syarat apabila akan digunakan untuk kepentingan Perumka dan melaksanakan
pembongkaran bangunan yang berada di atas tanah yang disewa atas beban
biaya pihak penyewa.

4. Konflik Kewenangan di Bidang Pertanahan Terhadap Pengaturan Penguasaan
Tanah di Batam. Tesis hasil penelitian Bastoni Solichin, Tahun 2007,
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada).

Permasalahan yang dikemukakan :

a. Bagaimana konflik kewenangan di bidang pertanahan yang terjadi di

Batam?

b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik

kewenangan tersebut?
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Garis besar hasil penelitian adalah konflik kewenangan di bidang

pertanahan yang ada pada saat ini terjadi di Batam disebabkan oleh adanya
dualisme dalam menafsirkan konsep kewenangan bidang pertanahan, sehingga
hal ini menimbulkan tarik ulur di antara instansi/dinas terkait. Konflik
kewenangan yang dapat diidentifikasi meliputi konflik pada aspek
perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan
pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum. pengendalian
lingkungan, pelayanan pertanahan serta pelayanan administrasi penanaman
modal.

Cara atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik kewenangan
tersebut yaitu dengan melakukan rapat koordinasi antara Otorita Batam,
Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Batam khususnya untuk menyamankan visi dan
persepsi, serta langkah konkrit berbentuk terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Batam periode 2006 - 2011,

5. lmplikasi Dualisme Kebijakan Pertanahan Terhadap Industri Properti Kota
Batam. Tesis hasil penelitian Mulia Pamadi, Tahun 2007, Mahasiswa Fakultas
Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada).

Permasalahan yang dikemukakan :

a. Bagaimanakah dualisme kebijakan pertanahan (antara Otorita Batam dan

B: ' a Pertanahan Nasional Kota Batam) diterapkan di Kota Batam dan

implikasinya terhadap industri realestat?
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b. Bagaimana permasalahan yang timbul pada saat prosedur pengurusan

sertipikat berdasarkan keten’ 1 Otorita B~ n (jalur Pecah PL) tidak

diperbolehkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam dan

imlikasinya terhadap industri realestat?

Garis besar hasil penelitian adalah dualisme kewenangan yang melahirkan
dualisme kebijakan merupakan konsekuensi Kota Batam yang ditetapkan
sebagai daerah otoritas yang diperankan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang berpegang pada kewenangan Otonomi Daerahnya.
Permasalahan dalam kebijakan pertanahan Kota Batam terjadi disebabkan
terbitnya Surat Edaran Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Batam yang mengharuskan pengurusan sertipikat induk sebelum dilakukan
jual beli properti. Perbedaan kebijakan antara Otorita Batam dan Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam terjadi ketika masing-masing
mendasarkan pada peraturan yang berbeda yaitu Otorita Batam bertindak
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Kantor Badan
Pertanahan Nasional {(BPN) Kota Batam bertindak atas dasar Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987.

Permasalahan yang timbul pada saat prosedur pengurusan sertipikat
berdasarkan ketentuan Otorita Batam (jalur Pecah PL) tidak diperbolehkan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam menyebabkan proses
sertifikasi yang melalui pecah Penetapan Lokasi (PL) menjadi terkendala dan

bahkan dihentikan yang implikasinya berkelanjutan terhadap industri realestat,
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gejolak sosial dan politik di Kota B “im.

6. Hak Pengelolaan Lahan dan Investasi Properti di Pulau Batam. Tesis hasil
penelitian Joice Ivonne Tobing, Tahun 2007, Mahasiswi Fakultas Hukum
UGM (Universitas Gadjah Mada).

Permasalahan yang dikemukakan :

1. Bagaimanakah kewenangan pertanahan yang terdapat di Kota Batam
setelah adanya peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah?

2. Bagaimanakah Otorita Batam dengan kewenangannya menyerahkan tanah
kepada Investor sebelum ada pemberian Hak Pengelolaan kepada Otorita
Batam?

3. Bagaimanakah dampak dari pember” tanah oleh Otorita E am yang
tidak sesuai dengan rencana peruntukan terhadap perlindungan
kepentingan investor dan konsumen?

Gasir besar hasil penelitian adalah terdapat kekaburan kewenangan atas
pelayanan pertanahan di Batam. Jika konsisten menggunakan asas lex
superiori maka kewenangan pertanahan harus ada di pundak Pemerintah Kota,
namun jika dilakukan pengambilalihan kewenangan dari Otorita Batam
kepada Pemerintah Kota maka akan menyisakan persoalan yang sangat
kompleks.

Bahwa Otorita Batam ternyata dalam membagikan Hak Pengelolaannya

melampui kewenangan yang diberikan,
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dan Otorita Batam juga karena Otorita Batam memberikan tanah yang tidak
sesuai dengan rencana peruntukannya kepada investor menyebabkan tidak
adanya kepastian hukum. Investor maupun konsumen menjadi tidak
terlindungi haknya secara hukum. Karena itulah dari sudut pandang investor
bahwa investasi di bidang properti di Pulau Batam menjadi kurang
menjanjikan. Kondisi ini kontra produktif dengan tujuan Batam untuk
mewujudkan Batam sebagai Special Economic Zone (SEZ).
Dari permasalahan dan hasil penelitian mengenai Hak Pengelolaan yang
telah dilakukan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Hak Pengelolaan
1. Pengertian Hak Pengelolaan

Menurut AP Parlindungan Hak Pengelolaan adalah suatu hak atas
tanah yang sama sekali tidak ada istilahnya dalam UUPA, dan khusus hak tni
demikian pula luasnya terdapat diluar ketentuan dari UUPA (Parlindungan,
1994 : 1).

Hak Pengelolaan bukan merupakan satu diantara jenis hak-hak atas
tanah sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai yang diatur dalam UUPA (Sumardjono, 2007 : 22).

Penyebutan Hak Pengelolaan tidak secara eksplisit didapati dalam

UUPA. Secara implisit, pengertian itu diturunkan dari Pasal 2 ayat (4) UUPA
(Sumardjono, 2007 : 22} yang berbunyi sebagai berikut :
“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada Daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Istilah pengelolaan lebih lanjut disebutkan di dalam Penjelasan
Umum Il angka 2 UUPA yang menyatakan :

“Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum

dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak

20
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memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing).”

Hak Pengelolaan menurut R. Atang Ranoemihardja (1982 : 16)
adalah hak atas tanah yang dikuasai negara dan hanya dapat diberikan kepada
badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik dipergunakan untuk
usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

Pengertian Hak Pengelolaan menurut Boedi Harsono (2005 : 277)
yaitu bahwa “Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah,
melainkan merupakan “gempilan” Hak Menguasai dari Negara.”

Sedangkan pengertian Hak Pengelolaan menurut Maria S.W
Sumardjono (2007 : 26) adalah :

“Hak Pengelolaan merupakan “‘bagian™ dari Hak Menguasai Negara yang
(sebagian) kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.”

Dalam perkembangan pengaturannya, Hak Pengelol | terjadi
karena konversi Hak Penguasaan Tanah Negara berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang
Kebijaksanaan Selanjutnya yakni kalau tanah itu hanya dipergunakan instansi
yang menguasai bagi pelaksanaan tugasnya dikonversi menjadi Hak Pakai,
namun jil selain digunakan sebagai pelaksanaan tugasnya juga untuk

diberikan kepada pihak ketiga dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.
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Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ini

menyatakan bahwa dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam Peraturan

Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak

Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang

Kebijaksanaan selanjutnya Hak Pengelolaan sebagai yang dimaksudkan dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a berisikan wewenang untuk :

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperlvan pelaksanaan usahanya

c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut
persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang
meliputi  segi-segi  peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada
pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang
berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sesuai
dengan peraturan perundangan agraria yang berlaku.

Pengertian Hak Pengelolaan ini kemudian dipertegas lagi oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah
Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya. Pasal | Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor | Tahun 1977 menyatakan yang dimaksud dengan Hak
Pengelolaan datam peraturan ini adalah :

I. Hak Pengelolaan. yang berisi wewenang untuk :
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a. Mefencanakan beruntui:an an pengglinaan tanah yang bersangkutan

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya

c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yvang
berlaku.

2. Hak Pengelolaan yang berasal dari konversi hak penguasaan berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan
Tentang Kebijaksanaan selanjutnya memberi wewenang sebagaimana
yang tersebut dalam ayat 1 di atas dan yang telah didaftarkan di Kantor
Sub Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertipikatnya.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dirumuskan pengertian

Hak Pengelolaan sebagai suatu hak atas permukaan bumi yang disebut dengan

tanah yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

suatu lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah, badan hukum pemerintah,
atau pemerintah daerah untuk :

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya



24

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas
bagian-bagian

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan
dampaknya di masa mendatang

UNIVERSITAS  VIVIN, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

GADJAH MADA

c. "NMEHTSHIR YA BXE I By g *dARpAGA t4HAE “Iu  kepada pihak ketiga

menurut persyaratan vang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu
dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat
yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
{Zein, 1994 : 57-58).

Jadi dapat disimpulkan pengertian Hak Pengelolaan dari penjelasan
dan uraian di atas yaitu Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari
Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Pemegang Hak
Pengelolaan.

Dengan melihat dari penjabaran di atas, men it hemat penulis Hak
Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 16 UUPA, karena Hak Pengelolaan itu hanyalah sebagian dari
Hak Menguasai dani Negara yang pelaksanaan kewenangannya diberikan

kepada pemegang Hak Pengelolaan.

2. Subjek dan Objek Hak Pengelolaan
a. Subjek Hak Pengelolaan
Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA

pada awalnya hanya departemen, Jawatan, Daerah Swatantra sebagai

subjek Hak Per~=lolaan. Dalam perk : an sel ,1 _a,  at

-

diketahui bahwa subjek Hak Pengelolaan adalah :
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Urfers R SRUTUY PR IR UM TR TIOPAd40 PEAl 2 ayat (4) UUPA yang
menjadi subjek Hak Pengelolaan yaitu Badan Penguasa (Departemen,
Jawatan atau Daerah Swatantra) dan masyarakat-masyarakat hukum
adat

2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 yang
menjadi subjek Hak Pengelolaan yaitu Badan Hukum milik
Pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah/pemerintah
daerah dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah,
industri, pariwisata, pelabuhan, perumahan/pemukiman

3. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 yang
menjadi subjek Hak Pengelolaan yaitu Perum, Persero atau bentuk lain
yang bergerak di bidang penyediaan, pengadaan, dan pematangan
tanah bagi kegiatan usaha

4. Menurut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 juncto Nomor 94
Tahun 1998 yang menjadi subjek Hak Pengelolaan yaitu Badan Otorita

Di dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Agraria’Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dinyatakan
bahwa yang dapat sebagai subjek Hak Pengelolaan adalah instansi

Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, Persercan Terbatas PT. Persero, Badan

Otorita, badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk

Pemerintah.
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itu, maka berdasarkan jenis dan pengaturannya, Hak Pengelolaan terdiri

dari:

1. Hak Pengelolaan Pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan

2. Hak Pengelolaan Otorita yang diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Juncto
Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998

3. Hak Pengelolaan Perumnas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1988 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2004 tentang Perum Perumnas

4, Hak Pengelol n Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

5. Hak Pengelolaan Transmigrasi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian

6. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 79 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 73
Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Gelora Senayan dan Badan
Pengelola Komplek Kemayoran

7. Hak Pengelolaan Industri/Pertanian/Pariwisata/Perkeretaapian yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang

Pengalihan Bentuk Perum Kereta Api menjadi Persero
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B Hak ]lsengelo aan lainnya vang diatur’ dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat (Sitorus dan Sierrad,
2006 : 155-156).
Perkembangan selanjutnya, pemberian Hak Pengelolaan kepada
subjek Hak Pengelolaan mengalami perubahan, misainya :

1. Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah tidak terbatas pada perumahan
tetapi berkembang ke bidang lain (perdagangan, pelabuhan), sebagai
akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

2. Hak Pengelolaan dimohonkan atas tanah yang sudah merupakan aset
kekayaan Pemerintah Daerah untuk diubah menjadi kegiatan komersial

3. Hak Pengelolaan digunakan sebagai suatu kebijakan agar aset

Pemerintah tidak hilang (Sitorus dan Sierrad, 2006 : 156).

b. Objek Hak Pengelolaan

Dengan berpedoman pada Pasal 2 UUPA, maka objek dari Hak
Pengelolaan adalah tanah yang dikuasai oleh negara.

Secara eksplisit objek Hak Pengelolaan dapat disimak dalam
Penjelasan Umum Il angka 2 UUPA dan dapat disimpulkan bahwa :
“Objek Hak Pengelolaan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Apabila ditelusuri sejarah Hak Pengelolaan yang berasal dari Hak
Penguasaan Tanah Negara yang diatur dalam Pasal | Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1953 bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai

penuh oleh negara™ (Zein, 1994 : 63).
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Latar belakang penetapan Peraturan Pemerintah tersebut adalah

untuk mengatur kembali kesimpangsiuran dalam urusan penguasaan tanah
negara umumnya yang diawali pada masa pendudukan Jepang, yang tidak
dapat diatasi dengan Staatsblad 1911 Nomor 110 (Sitorus dan Sierrad,
2006 : 156).

Pada tanggal 6 Desember 1965 ditetapkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Kebijaksanaan
Selanjutnya vang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan
Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Agraria Nomor | Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan (Sitorus dan Sierrad, 2006 : 157).

Pada perkembangan selanjutnya, cksistensi mengenai Hak
Pengelolaan itu sendiri dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Berdasarkan perkembangan pengaturan Hak Pengelolaan di atas,
dapat diketahui bahwa Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan di atas
tanah negara. Oleh karena itu, jika di atas tanah yang akan diberikan Hak
Pengelolaan masih ada hak-hak atas tanah yang lain (seperti Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai, hak garap) wajib terlebih dahulu dibebaskan

oleh calon pemegang Hak Pengelolaan, tentunya dengan membayar ganti
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kerugian atas tanah hak atau hak garap tersebut (Sitorus dan Sierrad, 2006

2 157).

3. Kewenangan Pemegang Hak Pengelolaan

Pengaturan mengenai wewenang pada Hak Pengelolaan telah diatur
oleh beberapa peraturan. Namun kenyataannya terdapat perbedaan perumusan
tentang wewenang yang timbul pada Hak Pengelolaan itu pada peraturan-
peraturan tersebut.

Dengan telah diundangkannva UUPA pada tanggal 24 September
1960, maka Hak Pengelolaan ini untuk pertama kali disebut dan diatur dalam
Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Penguasaan Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang
Kebijaksanaan Selanjutnya diatur luasnya wewenang dari Hak Pengelolaan
sebagai berikut :
I. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga

dengan Hak Pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun

4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan

Kewenangan Hak Pengelolaan tersebut di atas, disebut kembali
dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 yang
kemudian diubah dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nc  »r 5

Tahun 1974 yang menyatakan dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam
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tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan penggunaan, jangka wakiu

dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Khusus untuk Pulau Batam ditinjau dari ketentuan Keputusan

Presiden Nomor 41 Tahun 1973 maka pada Pasal 4, tugas dari Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai
suatu daerah industri

b. Mengembangkan  dan  mengendalikan  kegiatan-kegiatan  dan
pengalihkapalan (transhipment) di Pulau Batam

¢. Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi
prasarana dan fasilitas lainnya

d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha-usaha yang diajukan
oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang
bersangkutan

¢. Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang
diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam
dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuvatunya untuk dapat
menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau
Batam tersebut.

Pasal 6 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973

menyebutkan bahwa seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam
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Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973
memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam untuk :

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut

2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya

3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan Hak Pakai sesuai dengan Pasal 43 UUPA

4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan

Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, maka Otorita Batam
yang ditunjuk scbagai Pemegang Hak Pengelolaan berhak untuk
menggunakan dan memanfaatkan sepenuhnya tanah tersebut dalam rangka
melaksanakan sebagian wewenang Hak Menguasai Negara atas tanah yang
harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat.

Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai keluasan untuk mengatur
penggunaan tanah, seperti membangun kantor sendiri berkaian dengan bidang
pekerjaan. Otorita Batam dalam hal ini juga berwenang mengadakan
perjanjian dengan pihak ketiga. menyerahkan penguasan sebagian tanah Hak
Pengelolaan kepada pihak ketiga dan menerima uang pemasukan dan Uang
Wajib Tahunan Otorita yang timbul sehubungan penyerahan tanzh tersebut

kepada pihak ketiga.
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4. PEndariiraa Hak PEagoidn a5 HatlhiK Yang Timbul Dari Hak

Pengelolaan
a. Pendaftaran Hak Pengelolaan

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak
Pengelolaan, disebutkan bahwa Hak Pengelolaan harus didaftarkan di
kantor Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah setelah membayar uang
pemasukan kepada Negara.

Pada awalnya Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 9 Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang kemudian dicabut oleh
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari
1966 dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.

Pasal | Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tersebut
menyatakan bahwa selain Hak Milik, Hak Guna Bangunan maka harus
pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 Nomor 28) :

a. Semua Hak Pakai, termasuk yang diperoleh Departemen-departemen,
Direktorat-Direktorat dan Daerah-Daerah Swatantra sebagai dimaksud

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
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Agraria Nomor 9 Tahun 1965
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor [ Tahun 1977
tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya dapat
diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Penyerahan
penggunaan tanah Hak Pengelolaan wajib dilakukan dengan pembuatan
perjanjian tertulis antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga
yang bersangkutan.

Jika di atas Hak Pengelolaan akan diberikan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai yang akan dituangkan dalam perjanjian kelak,
maka tanah Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu,
oleh karena tanggal pendafiaran itu merupakan saat lahir atau terjadinya
Hak Pengelolaan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun menyebutkan bahwa :

“Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara atau Hak Pengelolaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun tersebut menyebutkan bahwa :

“Penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun di atas

tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, wajib menyelesaikan status
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Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan
rumah susun yang bersangkutan."

Oleh karena itu, dalam hal rumah susun yang bersangkutan dibangun
di atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan, maka penyelenggara rumah
susun tersebut wajib menyelesaikan status tanah dari Hak Pengelolaan
menjadi Hak Guna Bangunan.

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pengelolaan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
yang merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 19 UUPA.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan
Pertanahan Nasicanl Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelc’  tersebut
maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata
Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian
Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftaran dinyatakan tidak berfaku.

Walaupun secara tegas mencabut Peratui  Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1977, namun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur
tentang bagaimana permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas
bagian tanah Hak Pengelolaan. Sehingga dengan demikian, walaupun
Peraturan Menteri Dalam N Ne_a L T-"an 1977~ "ah ™ Hut '

dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dapat dijadikan pedoman.
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b. Hak-hak yang Timbul di atas Hak Pengelolaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 dan Pasal 6 angka 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, Hak Pengelofaan
dapat diberikan kepada perusahaan pembangunan perumahan dan
industrial estate yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

Bagian dari tanah Hak Pengelolaan dari perusahaan pembangunan
perumahan menurut Pasal 5 angka 7 huruf a dapat diserahkan kepada
pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
berikut rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya
menurut ketentuan dan persyaratan perundang-undangan agraria yang
berlaku.

Sedangkan bagian dari tanah Hak Pengelolaan industrial estate,
menurut Pasal 6 angka 6 huruf a dapat diserahkan kepada pihak ketiga
dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP), menurut
ketentuan dan persyaratan peraturan perundangan agraria yang berlaku,
Tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian

tanah Hak Pengelolaan serta pendafiarannya, diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977
tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Tanah Br~an-Bag'-- T * " T t sel” pe "1 3

menyatakan bahwa :
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Daerah, Lembaga, instansi dan/atau Badan-badan hukum Pemerintah
untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak
ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (sckarang Kepala
BPN) atau Gubermur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan
Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesuai dengan rencana
peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang
Hak Pengelolaan yang bersangkutan.”

Untuk mendapatkan hak-hak yang timbul dari Hak Pengelolaan,
maka pemegang Hak Pengelolaan mengadakan suatu perjanjian tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian
Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Tanah Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya
meyebutkan bahwa perjanjian tersebut memuat keterangan antara lain
a. ldentitas pihak-pihak yang bersangkutan
b. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud
c. Jenis penggunaannya
d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak

keti~2 yang bersangku” ° ! R S

serta kemungkinan untuk memperpanjangnya
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mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhirnya
hak tanah yang diberikan

f. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya

g. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan
kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang
berwenang, atas usul Pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.

Hak Pengelolaan tersebut hanya dapat diberikan dengan Hak Milik,
Hak Guna Bangunan atau hak Pakai saja, sejenis hak-hak yang tercantum
dalam UUPA, sedangkan Hak Guna Usaha tidak bisa, karena Hak Guna
Usaha hanya dapat diberikan di atas tanah negara.

Hak  Pengelolaan yang semula  dimaksudkan  sebagai
fungsi/wewenang yang bersifat publik, karena berbagai faktor, antara lain
kebutuhan praktis untuk memberikan land: n pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga melalui perjanjian di atas Hak Pengelolaan, maka
aspek publik itu justru menjadi kurang menonjol dibandingkan dengan
aspek perdatanya (Sumardjono, 2007 : 21).

Koreksi mengenai berbagai kesimpangsiuran mengenai pemahaman
Hak Pengelolaan telah dilakukan sejak tahun 1996 y 3 dapat dilihat

! n oo 40

Usaha, Hak Guna Ba~~nan, dan Hak Pakai atas Tanah dan Peraturan
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Wenteri "Negara Agraria/kepaia Hadan Péifanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

Menurut AP Parlindungan hak-hak tersebut harus sama dengan hak-
hak tanah yang diatur oleh UUPA baik mengenai kelembagaannya,
maupun jangka waktu, right to use dan right of disposainya (Parlindungan,
1994 : 33).

Hak Pengelolaan bukan hak atas tanah. Atas suatu tanah yang telah
dibebaskan oleh negara atau diberikan ganti rugi maka berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965, jika tanah tersebut digunakan
untuk kepentingan instansi pemerintah itu sendiri, maka hak penguas: -
tanah dikonversi menjadi Hak Pakai. Sedangkan jika tanah digunakan
untuk kepentingan pihak ketiga diluar instansi pemerintah tersebut, maka

hak penguasaan tanah itu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.

5. Peralihan Hak Pengelolaan dan Pembebs -~ n Hak atas Tanah di Atas
Hak Pengelolaan
a.  Peralihan Hak Pengelolaan
Boedi Harsono menyatakan bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak
dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat

, 8 n
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epentingan  nasional, sebagal tugas pembantuan, bukan otonomi

(Harsono, 2005 ; 274-275).

Implikasinya, Hak Pengelolaan tidak bisa dialihkan kepada pihak
lain, tetapi dapat dilepaskan kembali kepada negara untuk kemudian
diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembebanan Hak atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan lahir setelah pendaftarannya, maka seyogyanya
pembebanan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas
tanah Hak Pengelolaan baru bisa dilakukan setelah Hak Pengelolaan itu
didaftarkan.

Hubungan subjek Hak Pengelolaan dengan tanah Hak Pengelolaan
itu sendiri tidak menjadi hapus dengan didaftarkannya hak-hak yang
diberikan kepada pihak ketiga.

Hak Pengelolaan harus didaftarkan dan kepada pemegang haknya
diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Hak Pengelolaan itu
merupakan gempilan dari Hak Menguasai dari Negara, maka ia tidak dapat
dipindahtangankan, schingga Hak Pengelolaan tidak memenuhi syarat
untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Ta T I H'

Tanggungan.
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Akan tetapi, hak atas tanah yang diberikan di atas Hak Pengelolaan

dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan Hak Tanggungan.

6. Hapusnya Hak Pengelolaan

Secara teoritis, Hak Pengelolaan tidak akan pernah hapus selama
subjek Hak Pengelolaan itu masih ada. Sebagaimana diketahui bahwa Hak
Pengelolaan itu adalah gempilan dari Hak Menguasai Negara vyang
kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan pada instansi tertentu,

Selama instansi tersebut masih konsisten melaksanakan tugas
pemerintahannya dan tugas untuk memberikan bagian-bagian dari Hak
Pengelolaanya bagi pihak ketiga, maka Hak Pengelolaan itu sendiri masih ada
(Sitorus dan Sierrad, 2006 : 160).

Sedangkan hak-hak yang timbul dari Hak Pengelolaan dapat
diberikan untuk jangka waktu :

a. Hak Milik, diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
b. Hak Guna Bangunan. untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
¢. Hak Pakai, untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat

“erpar’ ‘ 1 C
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Bangunan atau Hak Pakai (pl?lak ketiga) setelah mendapat persetujuan dari

pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini Otorita Batam.

B. Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian

Pada prinsipnya kontrak atau vang sering disebut sebagai perjanjian
adalah serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Kontrak
adalah janji (promises). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak
sebagai persitiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana
dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 1984 : 36).

Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan
kepada pihak lain dalam perjanjian. Jfanji itu mengikat dan janji itu
menimbulkan utang yang harus dipenuhi (Satrio, 1995 : 146).

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan
dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, itu tidak untuk
menimbulkan akibat hukum. yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar,
tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya (Mertokusumo, 1999 :
110).

Bab Il Buku IlI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal ini secara jelas
terlihat dalam judui Bab Il Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

L3
.

11
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Undang-Undang Hukum Perdata [ndonesia yaitu :
“Suatu perjanjian ada’ "1 suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “.

Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan
berbagai alasan tersebut di bawah ini. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi
tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari
rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya kepada satu orang atau lebih*. Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio
mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi “atau dimana kedua belah pihak
saling mengikatkan diri” (Satrio, 1995 : 27).

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan suatu perbuatan hukum dapat
mencakup perbuatan hukum (zaakwaarneming), perbuatan melawan hukum
fonrechtmatigedaad). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul
karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni
adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti
rugi kepada orang yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum jelas tidak
didasarkan atau timbul dari perjanjian (Badrulzaman, 1994 : 18).

R. Setiawan berpendapat bahwa rumusan mengenai pengertian
perjanjian tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena
hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan dikatakan sangat
luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga

a wnp itan n 1 huk! an,
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ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian
sebagai suatu perbuac hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya
saling mengikatkan dirinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian perjanjian sebagai suatu
perbuatan hukum yang berisi dua (een tweezijdige overeenkomst) yang
didasarkan kepada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum berasal dari
teori klasik.

Perbuatan hukum satu perbuatan hukum yang berisi dua adalah satu
perbuatan hukum yang meliputi penawaran {(offer, aanbod) dari pihak yang
satu kepada pihak lainnya dan penerimaan (acceptance, aanvaarding ) dari
pihak lain. Menurut Sudikno Mertokusumo, pandangan teori klasik kurang
tepat, karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada
penerimaan, maka ada dua perbu: © n hukum yang masing-masing berisi satu.
Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukurn, tetapi
merupakan hubungan hukum antara dua orang yang sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1999 : 110).

2. Syarat sahnya Perjanjian
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan
! o

I. Adanya k "1sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya



UNIVER
GADJAH

45

bagian-bagian

dampaknya di masa mendatang

o S A e
3. Harus ada hal tertentu
4. Harus ada suatu sebab y-—g halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun
objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan
subjek perjanjian, sedan ' : persyar ' n yang ke’ berkenaan dengan objek
perjanjian.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan
masalah batal demi hukumnya (nietig=null and void=void ab initio} dan dapat
dibatalkannya (vernietighaar=voidable}. Perjanjian yang batal demi hukum
adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap
perjanjian tersebut tidak pemah ada, Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah

sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka

perjanjian yang bersangkutan masih tetap berlaku.

Ad.1 Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan
atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang
dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (roestemming)
jika ia memang menghendaki apa yang disepakati (Satrio, 1995 : 164).

Mariam Darus Badrulz melukiskan pengertian sepakat sebagai
persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklari~~' antar

yat 1 | y i ar v 1 )

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas
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sedangkan pemyataan pinak yang fienerima peawaran dinamakan akseptasi
(acceptatie} (Badrulzaman, 1994 : 24),

Dengan demikian, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang
sangat penting untuk menentukan lahimya p¢ njian. Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Negeri Belanda (baru) sendiri tidak menjelaskan atau tidak
memberikan patokan sejauhmana suatu penawaran dan/atau akseptasi itu
mengikat (Satrio, 1995 : 166). Artikel 217 ayat (2) Burgerliike Wetboek baru
Belanda hanya menyebutkan een overenkomst komt tot stand door een aanbod
en de aanvaarding daarvan.

Rutten mendefinisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup
perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah
dirumuskan sedemikain rupa sehingga penerimaan usul itu langsung
menimbulkan perjanjian (Satrio, 1995 : 166).

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia
menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara dua
saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak tersebut harus dinyatakan,
harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.
Apabila pihak yang tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujuinya,
maka timbul kata sepakat.

Dengan demikian, orang dapat mengatakan bahwa suatu pernyataan
adalah suatu penawaran apabila hal itu sampai pada orang yang diberikan
penawaran, sedang pernyataan itu sendiri ' 1slah diartikan sebagai suatu

tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya.
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ISOHSC uensinya Jlr(a tel]aal f(arena pcnawaran itu diterima secara

keliru ada akseptasi yang menyimpang dari penawarannya, maka pada

dasarnya tidak lahir perjanjian.

Ad.2 Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Syarat sashnya suatu perjanjian kedua berdasarkan Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan
{om eene verbintenis aan te gaan). Disini seakan-akan istilah perikatan dan
perjanjian mempunyai pengertian yang sama.

Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila
menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata menya“ * an bahwa ada beberapa orang tidak
cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

1. orang yang belum dewasa

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3. orang-orang perempuan, ' lam hal yang ditetapkan oleh undang-undang
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata jika belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) = “wun, Sesecorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 (dua puluh
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saf’ﬁﬁveﬁﬁﬂﬁa‘ﬁ%&“aﬁéﬁs ar" ﬁ]r%aﬂghtt?iﬁ?f 'riﬁosfﬁrﬁﬁg"ﬁﬁiﬁdﬁ satu) tahun tetapi telah

menikah.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedewasan
seseorang ditentukan bahwa anak di bawah kekuasaan orang tua atau wali
sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya Mahkamah  Agung melalui Putusan Nomor
447/8ip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah
kekuasaan perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun, bukan 21 (dua puluh
satu) tahun.

Batas usia dewasa |8 (delapan belas) tahun sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan batas usia
dewasa yang ditetapkan dalam perundang-undangan kebanyakan negara lain
(Budihardjoputra, 2004 : 53) seperti antara lain :

1. Ketentuan pasal 233 (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek Belanda yang berbunyi
“minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achtien jaren niet hebben
bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of
geregistreerd zijn geweest of met toepassing van artikel 253 ha
meerderjarigzijn verklaard”.

2. Ketentuan perundang-undangan di Australia seperti pada uraian pada

halaman 177 buku M.L.Barron LLB, GDPL, yang berjudul
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N ndamen s of Bis " §3 P PRI N Graw-Hill Book Com  ny,

Sydney yang berbunyi “A4 minor is any person who has not reached the
age of eighteen years. Another term to describe such a person is an infani.
When a minor reaches the age of eighteen years, they are said to have
attained the age of majority in each state and territory of Australia is
eighteen years.”

3. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Rights of the
Children 1990 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990,
yang secara tegas menyatakan bahwa “Anak adalah semua orang yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut hukum yang
berlaku ditetapkan batas usia kedewasan yang lebih muda”.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan
perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (curatele
atau conservatorship). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika
yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros.
Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal schatnya dan oleh
karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

Berkaitan dengan perempuan yang telah bersuami dan melakukan
suatu perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3
Tahun 1963 menctapkan bahwa perempuan demikian itu cakap melakukan
perjanjian, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor | Tahun 1974

menentukan hal yang sama. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
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1974 menentukan banwa batk suam maupun ister1 berhak untuk melakukan

perbuatan hukum.

Ad.3 Suatu Hal Tertentu

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa
suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling

sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu (certainty of termj,
berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat

ditentukan jenisnya.

istilah barang yang dimaksud disini apa yang dalam Bahasa Belanda
disebut sebagai Zaak. Zaak dalam Bahasa Belanda tidak hanya berarti barang
dalam arti sempit, tetapi juga arti yang lebih luas lagi. yakni pokok persoalan.
Oleh karena itu. objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa

berupa jasa.

J.Satrio meyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal

tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut

harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Satrio, 1995 : 41).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang
yang dimaksud tidak harus discbutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau

ditentukan.
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Kata kausa vang diterjemahkan dari kata corzaak (Belanda) atau

causa (Latin} bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat

perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan maksud perjanjian itu sendin.

Misalnya dalam perjanjian tentang pengalokasian tanah di atas bagian tanah

hak pengelolaan, isi dan maksud adalah pihak ketiga menghendaki tanah

sedangkan pihak lainnya dalam hal ini Otorita Batam mengehendaki dana

untuk infrastruktur dalam bentuk Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita.

3. Asas-asas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan asas-asas perjanjian memiliki

peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya

perjanjian, Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-

undang

akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang

berkaitan dengan masalah tersebut (Panggabean, 2001 : 7).

Terdapat asas yang penting yang menguasai perjanjian, yaknt asas

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya

perjanjian (pacta sunt servanda) dan asas itikad baik.

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas pokok perjanjian yang

dapat dirinci sebagai berikut (Mertokusumo, 1999 : 110} :

}. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan

dengan lahimya suatu perjanjian)
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~ "A'sas kekuatan mengikatnya su | perjanjian (berhubungan dengan akibat

perjanjian)
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian)
Berikut ini penjelasan mengenai asas kebebasan berkontrak, asas

konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas itikad baik.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan (Subekti, 2004 : 13).

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas

kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku Il Kitab Undang-undang

Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan
oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dengan kata lain, walaupun setiap orang mempunyai kebebasan untuk
melakukan perbuatan hukum, dan belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mercka yang
membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam
sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup

yang sama. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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I ngakul asas “Kebobasan  BErKOnrak” deneH enyatakan, bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-
undang.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat
menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan
berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para
pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan
tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul
seimbang dan sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi
seringkali memaksakan kehendaknya, dengan demikian ia dapat mendikte
pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.

Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan
intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk
melindungi pihak yang lemah. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak
melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi
kondisi yaitu sepakat para pihak, kecakapan membuat perjanjian, adanya

objek tertentu, adanya kausa hukum yang halal.

2. Asas Konsensualisme
Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-

pthak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian
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para pihak yang membuat perjanjian tersebut
Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat tercapainya
kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal pokok.
Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya suatu
‘ perjanjian adalah kata sepakat antara pihak yang mengikatkan dirinya. Dalam
Pasa! 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalamnya ditemukan
' istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi
kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will) yang rasanya baik untuk
menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas
kebebasan mengadakan perjanjian (Badrulzaman, 1994 : 42).

Dapat diartikan pula asas konsensualisme ini berarti bahwa pada asasnya
suatu perjanjian, timbul sejak detik tercapainya konsensus atau kesekapakatan
antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dengan kata lain, asas
konsensualitas ini mensyaratkan bahwa perjanjian itu telah sah jika tercapai

sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak membutuhkan lagi formalitas.

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya™ merupakan

konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum
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Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-

undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari
perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para
pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui
oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah
dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak
melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk
memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang
berlaku (Muljadi dan Widjaja, 2002 : 59).

Dengan adanya sepakat dari pihak itu, kesepakatan itu menimbulkan
kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (pacta
sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan
menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya

perjanjian.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian. Di dalam asas ini ditentukan bahwa suatu perjanjian harusiah
dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338
ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian asas itikad baik di dalam hukum perjanjian dan hukum benda
adalah tidak sama. Pengertian asas itikad baik dalam hukum benda bersifat

subjektif yaitu kejujuran atau bersih. Sedangkan pengertian asas itikad baik
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sesuai dengan mestinya, sesuai dengan ukuran objektif masyarakat. Hal ini
adalah untuk menjamin kepastian hukum. sebab dengan adanya pelaksanaan
perjanjian secara itikad baik tidak akan terjadi suatu penyimpangan terhadap
suatu perjanjian di dalam pelaksanaannya

Disamping itu menurut sifatnya asas itikad baik dapat dibagi menjadi 2
(dua) yaitu itikad subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif
merupakan kejujuran pada saat mulainya suatu perhubungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka asas itikad baik subjektif menjadi tolok
ukurnya adalah keadaan kejiwaan seseorang pada waktu permulaan
perhubungan hukum.

Asas itikad baik merupakan kejujuran di dalam melaksanakan hak-hak dan
kewajiban dalam perhubungan hukum, di mana yang menjadi titik berat dari
itikad baik disini adalah terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh
kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal. Sedangkan itikad
baik objektif adalah sama dengan kepatutan yaitu hal-hal yang terletak

terutama pada sekitar perjanjian (Prodjodikoro, 1985 : 86).
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METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul “Kedudukan Surat Perjanjian Tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu
di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam Dan Dampaknya di Masa Mendatang “ merupakan penelitian dengan
pendekatan yuridis normatif karena titik berat penelitian yang dilakukan ini
terletak pada penelitian kepustakaan yaite dengan cara meneliti bahan pustaka
yang merupakan data sekunder, dan untuk menunjang dan melengkapi hasil

penelitian maka dilakukan penelitian lapangan.

B. Jenis Penelitian
1. Penelitian Kepustakaan
1. Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dengan menggunakan studi dokumen terhadap :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat (Soekanto, 1986 : 52), antara lain :
1. UUD 1945 (batang tubuh);
2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA);
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Tanah-Tanah Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah

5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan
Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya

6. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

8. Peraturan Menteri Daflam Negeri Nomor 5§ Ta’ = 1974 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian
Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973
Tentang Daerah Industri Pulau Batam

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005

tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Republik
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Batam

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1¢ !
Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri
Pulau Batam

13. Surat Keputusan Nomor 033/UM-KPTS/I1I/86 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Untuk Penyerahan Bagian-Bagian Areal Tanah di
Pulau Batam Kepada Pihak Ketiga

14. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9-
V1II-1993 Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di daerah
Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain di
sekitarnya

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi :
I. Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum agraria/pertanahan
2. Perawran Perundang-undangan terkait dengan Hak
Pengelolaan

3. Tesis dan Skripsi yang berkaitan ' §  Hak Pengelolaan
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Hak Pengelolaan

2. Alat Peneclitian
Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumen.
Pertama-tama, penulis mempelajari peraturan-peraturan dalam bidang
hukum vang menjadi objek penelitian, kemudian memilih dan
menghimpunnya. Setelah itu disusun secara sistematis untuk

memudahkan analisnya.

2. Penelitian Lapangan

a. Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data
primer yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber
sebagai subjek penelitian.

Untuk memperoleh data primer tersebut, mal ditentukan lokasi
dan subjek penelitian adalah sebagai berikut :
1. Lokasi Peneclitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau
dengan total wilayah darat dan wilayah laut seluas 3.990,00 Km2 (tiga
ribu sembilan ratus semt™ n puluh kilometer persegi), yang meliputi lebih
dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan)

diantaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di
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w1iaya perbatasan negara, yang secara administrasi pemerintahan terdiri

dari 12 (dua belas) kecamatan dan 64 (enam puluh empat) kelurahan
(Lihat Tabel 1).

Untuk menentukan kecamatan dan kelurahan sebagai lokasi
penelitian dilakukan secara purposive sampling, yakni di lokasi yang
terdaftar bagian tanah Hak Pengelolaan yang dialokasikan oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada pihak ketiga dengan
Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan
Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang sudah dan yang
belum terbit Sertipikat Hak Pengelolaan.

Dengan mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka
dengan purposive sampling ditentukan 6 (enam) kecamatan sebagai lokasi
penelitian untuk menentukan responden yaitu Kecamatan Lubuk Baja,
Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sekupang,

Kecamatan Sungai Beduk dan Kecamatan Sagulung.

2. Subjek Penelitian
a. Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pihak ketiga yang
mengadakan Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak

Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
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Hak Pengelolaannya.

Berdasarkan pertimbangan waktu dan biaya penelitian serta
keterbatasan penulis, juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka
responden diambil dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk
Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan
Sekupang, Kecamatan Sungai Beduk dan Kecamatan Sagulung.

Dari tiap-tiap ker atan tersebut dengan cara simple random
diambil sampel sebanyak 5 (lima) orang yang mengadakan Perjanjian
Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas
Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Otorita Batam
yang sudah maupun yang belum terbit Sertipikat Hak Pengelolaannya.

Jadi jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

b. Nara Sumber

Untuk mendukung dan melengkapi data yang didapat dari
responden dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai
nara sumber adalah :
a. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Putau Batam
b. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam
c. Kantor Notaris dan PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kota

Batam
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Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah :
1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan nara
sumber dengan menggunakan panduan wawancara.

Wawancara dilakukan kepada Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam, Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kota Batam dan Kantor Notaris dan PPAT (pejabat Pembuat
Akia Ta ") di Kota B * m tentang peraturan daerah yang berkaitan
dengan Hak Pengelolaan dan masalah-masatah yang dihadapi

berkaitan dengan tanah Hak Pengelolaan.

2. Kuesioner

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan sebuah perangkat
pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian.

Kuesioner ditujukan kepada responden. Jenis kuesioner yang
digunakan berbentuk kombinasi antara pertanyaan terbuka dan
tertutup. Kuesioner yang diserahkan kepada responden berisi
pertanyaan antara lain mengenai masalah-masalah yang berkaitan
dengan tanah Hak Pengelolaan, proses terjadinya dan proses
penguasaannya, syarat-syarat pengu 1 nah atas bagian tanah Hak

Pengelolaan, masalah subjek, domisili, luas penguasaan tanah atas
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bagian tanah Hak Pengelolaan,

C. Jalan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan memenuhi tangkah-langkah
penelitian melalui tiga tahap, yaitu:
1. Langkah pertama pada tahap persiapan dilakukan dengan pengumpulan data
sekunder, berupa perat i perundang-undangan, literatur pendukung
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Langkah kedua pada tahap pelaksanaan yaitu dengan mengumpulkan data dart
a. para nara sumber dengan cara wawancara dan sekaligus mencari informasi
yang dapat memudahkan dan memperlancar pengumpulan data primer dari
responden

b. para responden dengan menyampaikan kuesioner yang disampaikan secara
langsung kepada para responden.

3. Langkah ketiga pada tahap akhir penyelesaian penelitian dilakukan berbagai
kegiatan meliputi analisis data penelitian, dilanjutkan penulisan laporan awal
dan konsultasi dengan dosen pembimbing tesis. Pada proses berikutnya ialah

penyusunan laporan akhir.

D. Analisis Data
Data yang diperoleh dari responden dan nara sumber dianalisis secara

kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang
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data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka ditabulasikan teriebih dahulu
untuk mempermudah dalam menganalisisnya. Analisis data kuantitatif disajikan
berupa angka-angka mutlak dan dipersentasikan sehingga yang tercar~ m dalam

tabel berupa distribusi frekuensi.

E. Kesulitan yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya
Dalam melakukan penelitian ada beberapa kesulitan yang dihadapi.

Meskipun demikian kesulitan ini tidak begitu mempengaruhi tujuan dari

penelitian, sebab secara kesuluruhan data yang diperlukan dapat diperoleh.

Adapun kesulitan tersebut adalah :

1. Hambatan yang ditemui dalam penelitian kepustakaan adalah jarangnya
literatur yang diperoleh berkaitan atau membahas mengenai surat perjanjian
atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan, hal ini dapat diatasi dengan berusaha
mencari data melalui tulisan-" ‘isan atau makalah-makalah dan m ™1 lain
seperti intemet maupun media elektronik lainnya.

2. Sulitnya menemui responden dikarcnakan kesibukan mereka dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya yang terkadang tidak sesuai dengan
rencana peneliti. Hal ini dapat diatasi dengan cara berusaha menunggu sampai
responden selesai dan siap diwawancarai.

3. Kesibukan narasumber dan tempat narasumber yang satu dengan lainnya

saling berjauhan, hal ini dapat diatasi dengan cara membuat janji dengan
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penyelesaian penelitian.
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BAR IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
l. Sejarah Kota Batam

Sebelum menjadi  daerah  otonom. Kotamadya Batam merupakan
Kotamadya kedua di Propinsi Riau yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru
yang bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat Administratif
yang kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat
Ii lainnya.

Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu
Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah
Administratif Kabupaten Tingkat 11 Kepulauan Riau.

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Raffes dari kerajaan Inggris telah
melakukan “Barter” dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau
Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada
Pemerintah Belanda. Luas wilayah Kotamadya Batam tebih kurang 1.647.83
Km2 (seribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga kilometer
persegi), yang terdiri dari lautan seluas 1.035,30 Km2 (seribu tiga puluh tima
koma tiga puluh meter persegi) dan daratan seluas 612,53 Km?2 (enam ratus
dua belas koma lima puluh tiga meter persegi), sedangkan banyaknya pulau
berjumiah 186 (seratus delapan puluh enam) buah dimana 80 (delapan puluh)

buah telah dihuni dan 106 (seratus enam) buah pulau lagi masih kosong,
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ersitas Gagdjah Mada,, 2! | Diupduh dari http:/[etd.reposit
n|¥ung51 Honded Warehouse adata sei)agat tempat mengembangkan tata

niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasional,
mengusahakan kelancaran arus barang, mendekatkan kedudukan barang ¢

luar negeri ke daerah konsumen, menyimpan barang ekspor untuk tujuan
pemasaran. pengolahan barang, meninggikan mutu dan menambah nilainya

untuk dipasarkan.

b. Tahun 1975 - 1978

Adalah periode konsolidasi dimana dalam periode ini dititikberatkan untuk
konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada,
sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina, dengan Ketua Otorita
Batam Prof. Dr. Soermarlin.

Dalam pericde ini telah keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut :
1. Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka

terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau

Batam dari Pertamina ketangan Pemerintah.

t2

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tanggal 19
Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam
3. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 147/Kpb/V/1977. Surat Keputusan Menteri
Keuvangan Nomor 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM.119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu
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mtascﬁerdagangan Besial wef)ua shnaafh Pemerintah yang Dilaksanakan

oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

4. Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor t Tahun 1978 tanggal 7 Februari
1978 tentang Pemberian Pelimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian
Permohonan Penanaman Modal di Pulau Batam

5. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah

Pulau Batam menjadi wilayah Bonded Ware house

¢. Tahun 1978 — 1983

Yaitu periode pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana
utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. B.J Habibie. Periode ini
rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pembangunan
nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resest.

Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain :
I. Keputusan Presiden Nomor 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang

Pengangkatan Prof. DR, Ing. B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam dan

Mayor Jendral TNI Soedarsono sebagai Ketua Badan Pelaksana.

[

Keputusan Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor M.01-PW-10-
01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang Penetapan Pulau Batam Sebagai Daerah
Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian.

3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 70/KP/1/1983
tanggal 19 Januari 1983 tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang

Perdagangan dan Koperasi.
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4. W?Sﬁfué‘a‘ﬁ restden Nomor 15 ta ﬁﬁoilsgigt"ﬁﬁcg'ga] 9 Maret 1983 tentang

Kebijaksanaan Pengemban 1 pariwisata, ' m hal ini pelabuhan laut
dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari

luar negeri.

d. Tahun 1983 sampai sekarang merupakan periode penanaman modal
dan ind ustri serta pengembangannya.

Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden Republik
Indonesia prasarana-prasarana utama. Sejak periode tersebut daerah industri
Pulau Batam mutai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah
menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan
semua witayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau,
Ngenang, Kasem dan Moi-Moi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam,
sesuai dengan periodisasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah
“Kotamadya Batam™ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam
sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga)
Kecamatan yaitu Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur.

Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari Pasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 telah keluar Keputusan Presiden
Nomor 7 tahun 1984 tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam

dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
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tentang koordinasi sebagai berikut :
Pasal 2, menyebutkan :
“Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di
bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan
masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan
bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.”
Pasal 3 huruf F, menyebutkan :
“Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-
instansi pemerintah lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara
mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana,
prasarana dan fasilitas lainnya vang diperlukan dalam rangka pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam.”

Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama
yaitu Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai Walikota selama periode
1984 — 1989. Sekarang Walikota Batam adalah Drs. H. Ahmad Dahlan dengan

masa jabatan 2006 — 201 1.

e. Tahun 1992
Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita
Batam diperluas meliputi wilayah Barelang (Pulau Batam, Rempang, Galang

dan p1*  -pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km
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Luas dan Pembagian Wilayah Kota Batam

No lhecamatan Fouas (KM2) kehwshan uas (KM2)

I | Belakang rauung 5%..7 |1.Pulau Terong 175.9
2 .Pacong 16.7
3.Pemping 186.2
4.Sekanak Raya 74
5.Tanjung Sari 29.7
6.Kasu 190.2
2 | Bulang 482.1 |1.Pantai Gelam 88.4
2. Temoyong 87.4
3.Pulau Setokok 160.1
d4.Batu Legong 79.9
5.Bulang Lintang 60.8
6.Pulau Buluh 5.5
3 { Galang 2041.5 [1.Pulau Abang 756.5
2 Karas 200.4
B.Sijantung 248.7
L.Sembulang 125.2
5.Rempang Cate 224.3
6.Subang Mas 70.2
7.Air Raja 21.5
8.Galang Baru 394.7
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SN T S A 25 ey T T B B
2 Duriangkang 12
3.Mangsang 10
¢.Muka Kuning 56.6
5 { Nongsa 280.3 |l .Ngenang 81.5
P Kabil 48.1
3.Batu Besar 96.7
. Sambau 64
6 | Sekupang 109.7 |1.Tiban Baru 5.8
2. Tanjung Riau 36
3.Tiban Lama 14
4.Tiban Indah 7.3
5.Patam Lestari 8.6
6.Sungai Harapan 33
7 Tanjung Pinggir 34.7
7 | Lubuk Baja 37.7 |1.Baloi Indah 3.5
2.Batu Selicin 1.3
3.Kampung Pelita 1.4
Tl.Lubuk Baja Kota 1.5
5. Tanjung Uma 30
8 | Batu Ampar 40.1 {1.Tanjung 20.4
Sengkuang
P.Sungai Jodoh 24
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> DA vieran 3.9
¥t Kampung Seraya 1.4
9 | Bengkong 19.1 J1.Bengkong Laut 24
D.Bengkong [ndah 0.9
3.Sadai 10.4
. Tanjung Buntung 5.4
1¢ | Batam Kota 47.4 (1. Teluk Tering 6.5
2. Taman Baloi 4
3.Sukajadi 34
4.Belian 254
5.Sungai Panas 3.2
6.Baloi Permai 4.9
11 | Sagulung 63.6 |l.Tembesi 37.5
2.Sungai Binti 6.3
3.Sungai Lekop 5
4.Sagulung Kota 1.4
5.Sungai Langkai 4.3
6.Sungai Pelunggut 9.1
12 | Batuaji Ul.4 [1.DUKIL Tempayan 1.7
?.Buliang 2.7
3.Kibing 14,2
4. Tanjung Uncang 42.8
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Sumber : Pemerintah Kota Batam, 2008

h. Tahun 2005 - sekarang
Pada peride ini, Pulau Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata

menunjukkan perkembangan dan hasilnya, peningkatan sarana dan prasarana,
penanaman modal lanjutan serta kualitas lingkungan hidup. Sebagai ketua
dijabat oleh Mustofa Widjaya.

Untuk lebih jelasnya periodisasi pengembangan Otorita Batam, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

F ‘odisasi Pengemb: ram Otorita Batam

Tahun Peviodisast dian Kepemmpinan

1969 — 1975 Pen  Mangan T itam lebih ditujukan
untuk menunjang kegiatan pertanian dan
pencarian minyak lepas pantai,

Ketua : Dr. Ibnu Sutowo

2 1975 - 1978 Periode kounsolidasi.

Ketua : Prof. Dr. Soermarlin

3 | 1978 -1983 Periode pemantapan rencana dan lanjutan
pembangunan prasarana utama

Ketua : Prof. DR. Ing. B.J Habibie
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TR SRR > BB GT: FEufleian modal dan industr
serta pengembangannya.

Tahun 1998 - 2005 diketuai oleh Ismeth
Abdullah

Tahun 2005 — sekarang diketuati oleh

Mustofa Widjaya

Sumber : Pemerintah Kota Ba® , 2008

2. Kondisi Geografis

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yaitu
terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Batam tahun 2004 — 2014, terletak antara 0° 25° 29" - 1° 15° 00"
Lintang Utara dan 103° 343°35"- 104°26°04" Bujur Timur dengan total
wilyah darat dan wilayah laut seluas 3.990.00 Km2 (tiga ribu sembilan ratus

sembilan puluh koma nol nol kilo meter persegi) dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-
pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan

daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Si~~apura di
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Selatan.

Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara
ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam
perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi
Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mercka ke Batam karena
ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan.

Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga
dan sebelah Barat dengan | 'upaten Karimun serta laut internasional.
Karateristik wilayah ini secara geografis tidak jauh berbeda begitu juga dari
sisi sosio kulturalnya. Kabupaten Karimun merupakan wilayah pemekaran
Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) yang
pembentu’ 1w bersamaan dengan Kota Batam. Daerah ini terkenal dengan
industri pertambangan batu granit dan produksi perikanan yang juga
merupakan kebutuhan bagi proses pembangunan Kota Batam.

Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota
B:* 1. Ki "ia daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan
Kota Batam. Kota Tanjung Pinang merupakan ibukota Propinsi Kepulauan
Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan Propinsi. Kota ini juga memiliki
potensi wisata yang cukup besar baik wisala bahari dan terutama wisata
sejarah.

Keberadaan Pulau Penyengat sebagai salah satu icon budaya Melayu telah

menjadikan kawasan ini tempat tujuan wisata yang cukup terkenal. Kabupaten
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Biritsreielifichéragaian aderdtl YangKaya dengat amber daya alam baik laut

dan darat terutama bauksit juga merupakan kawasan yang cukup kaya dengan
hasil peternakan dan perkebunan. Produk hasil bumi ini turut memberikan

andil bagi kebutuhan masyarakat Batam.

3. Penataan Ruang

Pada dasarnya ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang di Kota
Batam meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan rvang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mendukung
hal tersebut di atas, serta meningkatan sistem penataan ruang yang lebih baik,
telah diupayakan penggunaan teknologi informasi yaitu melalui
penyelenggaraan penataan rnang Kota Batam yang berbasis pada sistem
informasi, atau yang dikenai dengan Geographic Information System (GIS)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 1999 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintah Kota ™itam telah melakukan
penyusunan RTRW Kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam
tahun 2001 (dua ribu satu) sampai 2011 (dua ribu sebelas). Selaras dengan
perkembangan Kota Batam dan pertimbangan RTRW Kota Batam tahun 2001
(dua ribu satu) sampai 2011 (dua ribu sebelas), baru meliputi pemanfaatan
ruang di wilayah darat, maka Pemerintah K¢ Batam pada tahun 2004 (Dua

ribu empat) melalui persetuyjuan DPRD Kota Batam telah melakukan



82

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas
bagian-bagian

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan

dampaknya di masa mendatang

UNIVERSITAS  VIVIN, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

GADJAH MADA

pe%{’!gvégﬁatslgﬁdjg]tggdi“%orogl!’l?%uﬁ%ré?ﬁaw omor 20 Talun 2001 tersebut menjadi
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2004 (dua ribu empat) sampai
2014 (dua ribu empat belas) meliputi pengaturan peruntukan matra darat dan
laut dalam satu kesatuan yang integral.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun
2004 (dua ribu empat) sampai 2014 (dua ribu empat belas) luas Kota Batam
adalah 103.843,32 (seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga
puluh dua) hektar. Luas kawasan lindung Kota Batam sebesar 47.325,27
(empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh tujuh)
Hektar atau 45,57 % (empat puluh lima koma lima puluh tujuh persen) dan
luas kawasan budi daya sebesar 56.517,95 (lima puluh enam ribu lima ratus
tujuh belas koma sembilan puluh lima) hektar atau 54,43 % (lima puluh
empat koma empat puluh tiga persen). Luas dan pemanfaatan lahan Kota
Batam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam dapat dilihat pada

Lampiran nomor 2.

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak ketiga yang mengadakan

Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas

Bagian-Bagian T_.__entu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau Batam dengan Otorita Batam yang sudah d  yang belum

terbit

Sertipikat Hak Pengelolaannya. Jumlah responden 30 (tiga puluh) orang
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i i djah , 2008 { Djunduh dari, http://etd. itory. .gc.id/ -
yang berasal dar"e' Téa‘namjijEclémaé'taﬁ yaitll Kedafiatan Lubuk Baja, Kecamatan

Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Sungai
Beduk dan Kecamatan Sagulung. Gambaran umum mengenai responden sebagai

berikut :

1. Unmtur responden

Umur responden bervariasi mulai dari umur 25 (dua puluh lima) tahun —
64 (enam puluh empat) tahun keatas. Jumlah terbanyak adalah responden berusia
30 (tiga puluh) tahun hingga 50 (lima puluh) tahun berjumlah 22 (dua puluh dua)
orang (73,3%) urutan kedua responden berusia 51 (lima puluh satu) tahun ketas
berjumlah 5 (lima) orang (16,7 %) urutan ketiga responden berusia 30 (tiga puluh)

tahun kebawah berjumiah 3 (tiga) orang (10 %).

2. Jenis Kelamin Responden
Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Dari 30 (tiga puluh)
responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 (dua puluh empat) orang

(80 %) sedangkan sisanya 6 (enam) orang (20 %) berjenis kelamin perempuan.

3. Pendidikan Responden
Tingkat pendidikan responden bervariasi mulai dari SD (Sekolah Dasar)
hingga tingkat Perguruan Tinggi/Sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut :
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DaRjaleabiii" MSpArHaLH MR EBRIT EdE° > dua) €dta responden memperoleh

Hak atas Tanah Bagian di Atas Tanah Hak Pengelolaan yaitu dari membeli dan

permohonan ijin.

6. Bukti Pemilikan/penguasaan Tanah ™~ 2" 1 di Atas Tanah Hak
Pengelolaan
Dari jawaban responden diketahui bahwa bukti pemilikan tanah bagian di atas
tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai responden ada 2 (dua) macam yaitu Gambar
Penetapan Lokasi (PL) beserta Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak
sebanyak 17 (tujuh belas) orang (56.7 %). dan sertipikat Hak Guna Bangunan
sebanyak 10 (sepuiuh) orang (33.3 %) dan sertipikat Hak Milik sebanyak 3 (tiga)

orang (10 %).

| C. Landasan Hukum Otorita Batam Mengadakan Perjanjian dengan Pihak
Ketif ¢ ° " un dan Sesudah Terbitaya Sertipikat Hak Pengelolaan

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas

vang penting dan strategis dalam mendukung Pembangunan Nasional yang

ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

1973 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri

Pulau B ° n yang kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 43 Tahun 1977.
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CADIATMADA Unpoeretes GG MRk “IBBHRHSTY dor hwlefyrepogoryvam agiddyridis b asarkan pada

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam,
yang menetapkan Pulau Batam sebagai wilayah Provinsi Riau menjadi d: ih
industri, yang selanjutnya disebut sebagai daerah industri Pulau Batam.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, maka
pembinaan, pengendalian dan pengusahaan daerah industri Pulau Batam, masing-
masing diselenggarakan oleh dan dipertanggung-jawabkan kepada :

a. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
b. Otorita Pengembangan Daerah industri Pulau Batam
¢. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

Untuk itu berkaitan dengan peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah
Industri Pulau Batam, Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973
menyebutkan bahwa peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau
Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas
lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam
didasarkan atas suatu rencana tata guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau
Batam menjadi daerah industri.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973
menegaskan, bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan penguasaan tanah di dalam
wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada Pasal
6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria dengan ketentuan sebagai

berikut :
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1. Selurif ™ ares! tarafi"yang terfetak di ' PalRy BAGHY diserahkan, dengan Hak

Pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam
2. Hak Pengelolaan ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, untuk :
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas
¢. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPA
d. Menerima uang pemasukan/; ti rugi dan uang wajib tahunan

Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Batam, dilihat dari
perumusan kewenangan Hak Pengelolaan yang ditetapkan, mengacu pada Hak
Pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala B: *
Pertanahan Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan
Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan
Perusahaan.,

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Pasal 7 menyatakan bahwa
apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau
Batam sebagai daerah industri, maka atas usul Otorita Batam wilayah-wilayah
tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai wilayah-

wilayah usaha bonded warehouse sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

88

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas
bagian-bagian

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan
dampaknya di masa mendatang

VIVIN, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

PemeriBtaR NN 20 215hUMYOr? "t Gitrikar dPada pengusahaan Daerah

Industri Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 kemudian diperkuat kembali

dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977

tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam yang

memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri

Pulau Batam untuk selurch areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk

areal

tanah digugusan Pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Nginang dan Pulau

Kasom. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Otorita Batam yaitu :

a. Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah

digunakan untuk kepentingan penerima hak dan terhitung sejak didaftarkan

pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat

b. Hak Pengelolaan diberikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai

pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman,

peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu

¢. Apabila di atas areal tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan masih

terdapat tanah, bangunan dan ° iaman milik raky * m:' pembayaran ganti

ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak demikian pula

pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru

d. Penerima hak untuk | iberian Hak Pengelolaan tersebut diharuskan

membayar biaya administrast sebagai berikut :

1.

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disetor ke kas negara dan harus

dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan ini
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2. VR SEO00 A ANA Py dritte fepisky isetoac Re Bank Rakyat Indonesia
atas rekening Yayasan Dana Landreform

Dalam rangka pemberian Hak Pengelolaan, tanah yang telah dibebaskan dari

hak-hak rakyat harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 untuk

kemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

setempat

Terhadap areal tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan dan telah

dilakukan pengukuran sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti

harus didaftarkan p: ' Kantor Pertanahan setempat untuk demikian dapat

dikeluarkan sertipikat-sertipikat tanda bukti hak menurut ketentuan dalam

Peraturan Menteri Agraria Nomor | Tahun {966

. Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan sertipikat tanda bukti haknya

memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk :

|. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah

2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya

3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan kepada pihak
ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tanah dari pihak
ketiga.

. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan harus dipelihara sebaik-

baiknya
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i. Pemmindanan ARKaES 'EEH VAAY ABEIKEN " figdn Hak Pengelolaan ini

kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali dengan
1zin Menteri Dalam Negeri ¢/q Direktorat Jendral Agraria
j. Penerima hak wajib mengembalikan areal tanah yang dikuasai dengan Hak
Pengelolaan tersebut seluruhnya atau sebagian kepada Negara, apabila areal
tanah tersebut tidak lagi dipergunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya
k. Pemberian Hak Pengelolaan dapat ditinjau kembali atau dibatalkan apabila
antara lain :
1. Luas tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut ternyata
melebihi keperluan
2. Tanah tersebut sebagian atau seluruhnya tidak dipergunakan, dipelihara
sebagaimana mestinya
3. Salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini tidak dipenuhi
sebagaimana mestinya
I. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pernberian Hak
Pengelolaan ini menjadi beban/tanggungan sepenuhnya penerima hak
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tersebut telah mengalami
beberapa kali perubahan dengan urutan yaitu Keputusan Presiden Nomor 45
Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989, Keputusan Presiden
Nomor 94 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 113 tahun 2000 dan terakhir
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
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Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab atas

pengembangan, pertumbuhan Daer * 1 * triPu® F ° 1 " (bertuyy sebagai

berikut :

a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai
suatu daerah industri

b. Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi
prasarana dan fasilitas lainnya

c. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dan pengalihkapalan
(transhipment) di Pulau Batam

d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha-usaha yang diajukan oleh
para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang
bersangkutan

e. Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan
dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan
lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para
pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam tersebut.

Menurut Agus Setyadi, S.H selaku Kepala Sub Direktorat Hukum
Pertanahan Otorita Batam, dalam penyelenggaraan Hak Pengelolaan, wewenang
pengaturan mengenai peruntukan dan penggunaan tanah adalah menjadi tanggung
jawab pemegang Hak Pengelolaan yaitu Badan Otorita Batam, status tanah di
kawasan Otorita Batam bersifat khusus, berbeda dengan tanah negara lainnya di

luar kawasan Otorita Batam.
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CADATTMAGA IR ERRUSHAY APt RN A  PrOSeR P st iat bagian Hak Pengelolaan

kepada pihak ketiga, penerbitan, perpanjangan dan peralihan hak yang harus
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Otorita Batam sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Apabila hak
atas tanah bagian Hak Pengelolaan tersebut hapus, maka tanah diserahkan kembali
kepada Otorita Batam atau dikuasai kembali oleh Otorita Batam sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 30, Pasal 36,
Pasal 38, Pasal 50 dan Pasal 56. Jadi hubungan hak atas tanah dengan tanah yang
dialokasikan oleh Otorita Batam tidak menjadi putus meskipun Hak Pengelolaan
telah dibebani hak lain.

Salah satu kewenangan terpenting yang diberikan atas suatu Hak
Pengelolaan adalah kewenangan untuk menyerahkan bagian-bagian dari tanah
tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan,
Kewenangan demikian dibatasi oleh ketentuan tertentu yakni harus dilakukan
dengan perjanjian tertulis antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Batam terkenal dengan
perkembangan industri dan properti yang begitu pesat. Dalam penyerahan bagian-
bagian Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga, terutama untuk memacu

pertumbuhan daerah sehingga ada kewajiban untuk melakukan pembangunan
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tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam perjanjan.

Kewenangan Otorita Batam hanya sebatas menyerahkan bagian dari tanah-

tanah Hak Pengelolaan yang dikuasakan kepadanya dan pemberian hak atas

bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tetap dilakukan oleh pejabat yang

berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional dan harus memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

Muchrizal selaku Wakil Kepala Sub Direktorat Hukum Pertanahan Otorita

Batam Prosedur menjelaskan prosedur perolehan hak atas tanah di atas bagian

tanah Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga melalui Otorita Batam dan pendaftaran

di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam yang merupakan sarana dalam

memberikan kepastian hukum adalah sebagai berikut :

1.

Pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Ketua Otorita Batam dengan
melengkapi persyaratan antara lain Anggaran Dasar Perusahaan berikut
Perubahan-perubahannya disertai dengan Keputusan Menteri mengenai
pengesahan Anggaran Dasar dan identitas diri masing-masing Direksi dan
Komisaris, bila perseorangan melampirkan identitas diri. Kemudian maksud
dari permohonan lahan, peruntukan, luas, Ilahan, letaknya, rencana
pembangunan dan kesanggupan pendanaan

Kemudian permohonan tersebut akan dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh

Ketua Otorita Batam

. Apabila permohonan pihak ketiga telah disetujui, maka pihak ketiga

membayar uang muka, kemudian Otorita Batam akan menerbitkan Ijin Prinsip
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terperinci luas areanya, lokasinya, peruntukannya

4. Dilanjutkan pengukuran lapangan oleh Tim yang ditunjuk oleh Otorita Batam

5. Setelah pengukuran selesai, maka dari hasil pengukuran tersebut Otorita
Batam akan mengeluarkan Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang
pungutan dan tarifnya ditetapkan oleh Ketua Otorita Batam sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977.
Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita tersebut dapat dicicil atau diangsur
yakni 5 (lima) = "wn, 10 (sepuluh) tahun dan 15 (lima belas) tahun.

6. Dalam waktu yang bersamaan Otorita Batam menerbitkan Faktur Jaminan
Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah di atas bagian tanah Hak
Pengelolaan. Besamya faktur jaminan tersebut adalah 2,5 % (dua koma lima
persen) dari jumiah Uang Wajib Tahunan Otorita atas luas tanah yang
dimohon dan dapat ditarik kembali apabila kewajiban pembangunan telah
dipenuhi

7. Kemudian Otorita Batam akan mengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL)
tanah yang dialokasikan berisi nama pihak ketiga (penerima hak), koordinat
titik patok, luas lahan, row jalan sekitarnya, letak lokasi dan wilayah yang
identik dengan Surat Ukur di Badan Pertanahan Nasional.

8. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah
Bagian-Bagian Tanah Hak Pc¢ elolaan serta F daftarannya, meyebutkan

bahwa setiap pe than penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah
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vang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya,

wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pthak pemegang

Hak Pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan. Kemudian Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977 menyebutkan

perjanjian tersebut memuat keterangan antara lain :

a. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan

b. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud

c. Jenis penggunaannya

d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga
yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta
kemungkinan untuk memperpanjangnya

e. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan
mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhirnya hak
tanah yang diberikan

f.  Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya

g. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

9. Kemudian dikeluarkan penetapan fo' i dengan Surat Keputusan Ketua
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Surat Keputusan ini
diterbitkan apabila pihak ketiga telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita
(UWTO) 30 (tiga puluh) tahun

10. Selanjutnya Otorita Batam akan mengeluarkan Surat Rekomendasi yang

akan dituji© ke K « Ba' F - ' 1 Nasional (BPN) Latam
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Guna Bangunan maupun Hak Pakai dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Batam sudah merekomendasikan lahan seluas 1.332,260
hektar dari 5.145,35 hektar lahan bermasalah untuk diterbitkan Hak Pengelolaan
oleh Badan Pertanahan Nasional Batam. Permasalahan tersebut antara lain
pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kota Batam dan/atau penyerahan alokasi lahan oleh Otorita Batam
kepada pihak ketiga befum didaftarkan Hak Pengelolaannya. Namun disini
penulis hanya menitikberatkan pada pengalokasian lahan yang sudah dan belum
diterbitkan sertipikat Hak Pengelolaannya.

Dari luas Pulau Batam sebesar 41.500 hektar, Otorita Batam telah
mengalokasikan lahan untuk sektor perumahan sebesar 9.646 hektar atau 39,85
persen.

Prosedur pemberian hak atas bagian tanah Hak Pengelolaan baik yang
sudah bersertipikat Hak Pengelolaannya ataupun belum bersertipikat Hak
Pengelolaannya, menurut Kepala Sub Direktorat Hukum Pertanahan Otorita
Pengembangan Industri Pulau Batam yaitu Agus Setyadi, SH.MH telah
dilaksanakan oleh Otorita Batam berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah antara lain :

1. Pasal 22 ayat (2) : Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengeiolaan diberikan

dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
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Batam.

2. Pasal 26 ayat (2) : Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna
Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan
dalam hal ini adalah Otorita Batam. Perpanjangan hak harus berdasarkan
persetujuan Otorita Batamn setelah membayar lunas Faktur Tagihan Uang
Wajib Tahunan Otorita 30 (tiga puluh) tahun

3. Pasal 34 ayat (7) : Peralihan hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan harus
berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini adalah
Otorita Batam

4, Jika Hak Guna Bangunan hapus atau tidak diperpanjang maka tanah
diserahkan kembali kepada Otorita Batam

Namun, khusus yang belum bersertipikat Hak Pengelolaan menurut

Kepala Sub Direktorat Hukum Pertanahan Otorita Pengembangan Industri Pulau

Batam yaitu Agus Setyadi, SH.MH dalam praktik dilakukan secara simultan.

Maksudnya bahwa proses pemberian tanah di atas bagian tanah Hak Pengelolaan

dilakukan secara bersama-sama dengan proses pensertipikatan Hak Pengelolaan di

Kantor Pertanahan setempat. Hal ini telah berjalan 20 (dua puluhan) tahun dan

oleh Kantor Pertanahan setempat. Pensertipikatan tanah di atas tanah bagian Hak

Pengelolaan tersebut telah banyak diterbitkan namun dengan syarat sertipikat Hak

Pengelolaan tersebut telah diterbitkan.
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bagian tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan dengan mengadakan perjanjian
dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 baik sebelum dan sesudah terbitnya sertipikat
Hak Pengelolaan adalah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun
1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

Jadi menurut Kepala Sub Direktorat Hukum Pertanahan Otorita
Pengembangan Industri Pulau Batam yaitu Agus Setyadi, SH.MH perlu
ditegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Otorita Batam hanyalah
sebatas menyerahkan tanah di atas bagian dari tanah Hak Pengelolaan sedangkan
pemberian hak atas bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan tersebut tetap
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam peraturan Perundang-undangan.

Namun penelitian yang dilakukan di lapangan oleh penulis menunjukkan
bahwa masih banyak responden (pihak ketiga) yang terbentur masalah pada saat
pengurusan sertipikat hak atas tanah di atas bagian tanah Hak Pengelolaan di
Kantor Badan Pertanahan setempat yang akan penulis uraikan lebih lanjut

dampaknya pada Sub Bab berikut tesis ini.

D. Kedudukan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian Lahan antara
Otorita Batam dengan Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Terbitnya

Hak Pengelolaan
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USERER IR AR P AR iR bempilan hak menguasai
dari negara maka hanya tanah negara yang dapat diberikan dengan Hak
Pengelolaan. Hak Pengelolaan dapat terjadi melalui 2 (dua) macam proses yaitu
konversi dari hak yang lama dan penetapan pemerintah.

Pemberian Hak Pengelolaan atau hak atas tanah harus dilakukan oleh
pihak atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 dinyatakan pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
atau Kota. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ini pelimpahan pemberian hak atas
tanah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yaitu
dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah. Penunjukan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten atau Kota sebagai pejabat yang berwenang untuk
memberikan hak atas tanah itu patut dipahami, mengingat Badan Pertanahan
Nasional adalah kepan™ gan tangan dari pemerintah dan hal ini dinyatakan secara
tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
11 Tahun 2005. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Badan Pertanahan
Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan =2merintahan di bidang

pertanahan sesuai dengan ketent 1 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan
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menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro
Penetapan sistem informasi di bidangnya
Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi lembaga
profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya
Penetapan kerangka dasar kadastral nasional dan pelaksanaan pengukuran
kerangka dasar kadastral orde [ dan Il
Penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayan
pertanahan

Sedangkan wewenang BPN lainnya adalah :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pertanahan
Merumuskan standar penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya
Merumuskan standar tata laksana pelayanan pertanahan, alat bukti
kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah
Menetapkan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang
kawasan

Berdasarkan fungsi dan wewenang BPN tersebut di atas, BPN mempunyai

kewenangan membuat peraturan-peraturan hukum secara nasional di bidar~
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Hak Pengelolaan.

Lebih lanjut tentang tatacara pemberian Hak Pengelolaan diatur dalam Bab
11l Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1999. Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku.

Pada prinsipnya penyerahan bagian dari Hak Pengelolaan kepada pihak
ketiga dengan hak tertentu mutatis mutandis sama dengan permohonan pemberian
hak atas tanah, hanya berkaitan dengan alas haknya dibuktikan dengan perjanjian
tertulis antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf' b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun
1973 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diberi wewenang untuk
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan
d. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan

Hak Pakai sesuai dengan Pasal 43 UUPA

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun
1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Tanah Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya mengatur

bahwa setiap peny 1" n akan b ‘an dari Hak !

pada pi' ":1 ‘iga«' | egang Hak Pengelolaan, baik disertai ataupun tidak
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perjanjian tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas
Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam.
Perjanjian mengenai penyerahan dan penggunaan tanah dari pemegang
Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga disertai dengan syarat-syarat serta
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian-
Bagian Tanah Hak pengelolaan serta pendaftarannya menyebutkan bahwa
perjanjian tersebut memuat keterangan antara lain :
a. lIdentitas pihak-pihak yang bersangkutan
b. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud
c. Jenis penggunaannya
d. "' atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga
yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta
kemungkinan untuk memperpanjangnya
e. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan mengenai
pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhirnya hak tanah yang
diberikan
f. Jumiah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya

Syarat-syarat lain ya-~~ ¢*~anda~~ =erlu.
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dengan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan

Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada pihak ketiga dapat dibuat

dalam surat di bawah tangan maupun dengan akta notariil yang dibuat dihadapan

seorang notaris dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila luas tanah bagian di atas tanah Hak Pengelolaan yang dibagikan
kepada pihak ketiga lebih dari 2 Ha (dua hektar), maka Surat Perjanjian
Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-
Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam dibuat di hadapan Notaris

b. apabila luas tanah bagian di atas tanah Hak Pengelolaan yang dibagikan
kepada pihak ketiga kurang dari 2 Ha (dua hektar), maka Surat Perjanjian
Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-
Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam dibuat di bawah tangan

Namun Muchrizal selaku Wakil Kepala Sub Direktorat Hukum Pertanahan

Otorita Batam mengatakan bahwa ada kebijakan baru yang dimulai dari bulan

Juni 2007 (dua ribu tujuh), yaitu apabila permohonan yang diajukan oleh pihak

ketiga kepada Ketua Otorita Batam dengan maksud untuk permohonan lahan yang

diajukan setelah bulan Juni 2007 (dua ribu tujuh), maka Surat Perjanjian Tentang

™

Jdokas® , F mnaan Dan P 1san Tanah Atas Bagiai

di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
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pihak ketiga kepada Ketua Otorita Batam dengan maksud untuk permohonan
lahan yang diajukan sebelum berlakunya kebijakan tersebut tetap dibuat
dihadapan notaris.

Pada prinsipnya kontrak atau yang sering disebut sebagai perjanjian adalah
serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Adapun syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

¢. harus ada hal tertentu

d. harus ada suatu sebab yang halal

Berikut ini penjelasan mengenai kedudukan Surat Perjanjian Tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu
di atas Tanah Hak Pengelolaan Ctorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam baik sebelum dan sesudah terbitnya sertikat Hak Pengelolaan ditinjau dari

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian.

1. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
Ad.1 Kata Sepakat
Kata sepakat dalam perjanjian adalah pe~ muan atau pe . suaian
kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Dalam Surat Per

Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-
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Daerah Industri Pulau Batam ada 2 (dua) pihak yaitu pihak yang
menawarkan dinamakan tawaran (gfferte) sedangkan pernyataan pihak yang
menerima penawaran dinamakan akseptasi (gccepiatie).

Kehendak dari pihak ketiga dinyatakan melalui surat
Permohonannya, dan dimengerti oleh pihak pemegang Hak Pengelolaan
dalam hal ini Otorita Batam. Dan apabila pihak Otorita Batam menyetujui
dan menyatakan menerima atau menyetujuinya, maka timbul kata sepakat.

Dengan demikian, orang dapat mengatakan bahwa suatu
pernyataan adalah suatu penawaran apabila hal itu sampai pada orang yang
diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri haruslah diartikan
sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan
janjinya.

Pernyataan kata sepakat antara pihak ketiga dan pihak Otorita
Batam dalam Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak
Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dapat di
lihat dalam premisse perjanjian terscbut yang garis besarnya berbunyi
sebagai berikut :

“1. Bahwa Pihak Pertama berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia (Keppres R.1.) nomor : 41 Tahun 1973 (seribu sembilan ratus
tujuh pulub tiga), Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia (Jo.
Kep, :s R.L) nomor : 28 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
~uleb dua). Juncto Keputusan Presiden B °°7 7 7 ’

| ‘ tht !

aelapan), Juncto Keputusan Presiden Repupuk Indonesia {(Jo. Keppres
R.1.) nomor : 113 Tahun 2000 (dua ribu), adalah selaku pemegang Hak
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tahun tetapi telah menikah.

Dalam membuat Surat Perjanjian Ter * 1g Pengalokasian, Penggunaan

Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak

Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. masing-

masing para pihak telah cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum

yaitu ;: (Lampiran nomor 3)

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang diperkuat
kembali dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah
Industri Pulau Batam yang memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk seluruh areal tanah
yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau
Janda Berias, Tanjung Sau, Nginang dan Pulau Kasom

2. DBerdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 1973 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diberi
wewenang untuk :

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
¢. Menerima vang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan

d. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga

der~-n ha ! 1 >
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Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa suatu
perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak)} yang paling sedikit

dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu fcertainty of term),
berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Barang yang dimaksudkan dalam pegjanjian paling sedikit dapat

ditentukan jenisnya.

Istilah barang yang dimaksud disini apa yang dalam Bahasa Belanda
disebut sebagai Zgak. Zaak dalam Bahasa Belanda tidak hanya berarti
barang dalam sempit, tetapi juga berarti yang lebih Iuas lagi, yakm pokok
persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi

juga bisa berupa jasa.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang yang
dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau
ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini dapat dilihat dalam

Lampiran nomor 3 Pasal 1.

Ad.4 Kausa Hukum yang halal
Kata kausa a 00

causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang m ' ' ses  rang
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membuat perjanjian, ietapt merigacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu

sendiri. Datam Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak
Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
tujuannya yaitu pihak Otorita Batam selaku Pemegang Hak Pengelol -
menghendaki dana yang akan digunakan untuk infrastruktur Kota Batam
melalui Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam dengan
mencadangkan dan/atau mengalokasikan tanah di atas bagian tanah Hak
Pengelolaan sedangkan pihak ketiga mengehendaki dan memerlukan tanah
di atas bagian tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam yang digunakan
sesuai dengan sifat dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pihak

Otorita Batam (lihat Lampiran nomor 3 Pasal 1. Pasal 3, Pasal 6).

2. Asas-asas Perjanjian

Selain harus dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat asas yang penting yang
menguasai perjanjian. yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme. asas
kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas itikad baik

Berikut ini diuraikan penjelasan mengenai asas kebebasan berkontrak, asas
konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas itikad baik dalam
Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas
Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau Batam.
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Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan pert
hukum. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Per' "
mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-
undang. Dalam perkembangannya. ternyata kebebasan berkontrak dapat
menimbuikan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan
berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para
pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan
tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul
seimbang dan sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi
seringkali memaksakan kehendaknya. dengan demikian ia dapat mendikte
pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.
Dalam keadaan demtkian, pemerintah atau negara seringkali melakukan
intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk
melindungi pihak yang lemah. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata sendiri sebenarmya membatasi asas kebebasan berkontrak
melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi
kondisi yaitu sepakat para pihak, kecakapan membuat perjanjian. adanya
objek tertentu, adanya kausa hukum vang halal.

Bentuk Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak

Pengelolaan  Otorita Pengembangan Daerah  Industri  Pulau  Batam

]
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kepentingan pihak ketiga kurang terlindungi, karena :

a. Pihak Otorita Batam sebagai pihak pemegang Hak Pengelolaan
melaksanakan perjanjian tersebut, sesuai dengan bentuk yang telah
ditentukan  peraturan  perundang-undangan tidak = memberikan
kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengadakan tawar menawar
mengenai isi perjanjian

b. Penetapan hak dan kewajiban antara Otorita Batam dengan pihak ketiga
di dalam surat perjanjian { sebut dibakukan secara sepihak

¢. Karena posisi tawar menawar pihak ketiga yang sangat membutuhkan
tanah bagian di atas tanah Hak Pengelolaan secara terpaksa menerima isi

dari Surat Perjanjian tersebut secara keseluruhan (lihat Lampiran 3).

Ad.2. Asas Konsensualisme

Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat
tercapainva kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal pokok.

Asas konsensualisme suatu perjanjian, timbul sejak detik tercapainya
konsensus atau kesekapakatan antara kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian. Dengan kata lain, asas konsensualitas ini mensyaratkan bahwa
perjanjian itu telah sah jika tercapai sepakat mengenai hal-hal pokok dan
tidak membutuhkan lagi formalitas. Dalam Surat Perjanjian Tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian

Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah
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pthak ketiga.

Ad.3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Menurut asas ini kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana
layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya Kkonsensus dari pihak itu, kesepakatan itu
menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-
undang (pacta sunt servandg). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu
hubungan menjadi hukum bagt mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan
mengikatnya perjanjian. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Surat
Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas
Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang berbunyi sebagai berikut
Dengan telah dialokasikannya tanah lersebut, maka segala akibat yang
timbul daripadanya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menyatakan menerima akan hal ini (Lihat Lampiran nomor 3).

Ad.4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian. Di dalam asas ini ditentukan bahwa suatu perjanjian haruslah
dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338
ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Asas itikad baik dalam Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian,

Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas
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Pengefo annva tentu sdja perjanjlan terse%ut sanh, Karéna wewgnang Otorita Batam

muncui setelah sertipikat Hak Pengelolaan terbit. Sebaliknya perjanjian yang
dibuat sebelum ada sertipikat Hak Pengelolannya adalah tidak sah secara
substansinya karena pemegang Hak Pengelolaan yaitu Otorita Batam belum ada
haknya tetapi telah membagi-bagikan kepada pihak ketiga.

Namun menurut Yondri Darto, S.H salah satu Notaris di Batam dan juga
selaku Ketua INI Kepulauan Riau menjelaskan bahwa Surat Perjanj” Ter" 1g
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu
di atas Tanah Hak Pengeloiaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam yang dibuatnya selama ini adalah sah dan telah memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Menurut beli  tidak ada kewajiban bagi
seorang Notaris untuk melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Batam ataupun Otorita Batam apakah tanah bagian di atas
Hak Pengelolaan yang diperjanjikan telah bersertipikat Hak Pengelolaan atau
belum. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, Demikian juga dengan Anly Cenggana, selaku Notaris di Batam.
Beliau sependapat dengan pendapat Yondri Darto, S.H. tersebut. Karena dalam
pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian tersebut telah sesuai dengan
syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Anly Cenggana. S.H lain halnya bagi seorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Jual Beli sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas

tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan
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Pembuat Akta Tanah, yang mengatur kewajiban bagi seorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah untuk melakukan pengecekan sertipikat terlebih dahulu sebefum suatu
perbuatan hukum dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka menurut penulis
kedudukan dari Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibuat sesudah terbitnya
sertipikat Hak Pengelolaanya adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Kewenangan Otorita Batam hanya sebatas menyerahkan bagian dart tanah-
tanah Hak Pengelolaan yang dikuasakan kepadanya berdasarkan Pasal 6 ayat
(2) huruf b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam untuk
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan
d. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga

dengan Hak Pakai sesuai dengan Pasal 43 UUPA

b

Jika dilihat dari segi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas
perjanjian, maka dalam membuat Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian,

Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas
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maka syarat dan asas dari perjanjian telah terpenuhi.
3.  Hak Pengelolaan telah didaftarkan. karena tanggal pendaftaran merupakan

saat lahir atau terjadinya Hak Pengelolaan

Sedangkan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian. Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibuat sebelum terbitnya
sertipikat Hak Pengelolaanya adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku dengan pertimbangan
bahwa Hak Pengelolaan lahir atau ada pada saat dilaksanakan pendaftaran dalam
daftar buku tanah di Kantor Pertanahan. Di Kota Batam tanah Hak Pengelolaan
belum seluruhnya didaftarkan. Dengan demikian bagi tanah-tanah Hak Pengelolaan
yang belum terdafiar yang merupa’ 1| objek dalam Surat Perjanjian secara yuridis
masih berstatus tanah negara yaitu sama sckali bebas dari hak-hak seseorang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendattaran
Tanah Pasal 9 ayat (1) hurf b Hak Pengelolaan termasuk salah satu objek
pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi
kepastian hukum terhadap hak atas tanah yakni memberi kemungkinan bagi
pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah
vang dikuasainya. Dalam kaitannya dengan Hak Pengelolaan oleh Otorita Batam,
maka pendaftaran Hak Pengelolaan itu adalah sangat penting khususnya dalam hal
menggunakan Kewenangannya yang melekat pada hak tersebut antara lain

menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga.
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bagian di atas tanah Hak Pengelolaan itu menyebabkan investasi di Batam
terganggu, karena tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor baik
dari luar negeri maupun dari dalam negeri sehingga tidak memberikan rasa aman
akan haknya dalam menginvestasikan dananya .

Dampak belum diterbitkannya sertipikat Hak Pengelolaan menimbulkan
rasa ketidakpercayaan akan hukum serta janji-janji yang diberikan oleh Otorita
Batam kepada pihak ketiga karena dinilai tidak bertanggung jawab atas pemberian
tanah di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah menyebabkan kerugian, antara
lain kerugian waktu, tenaga dan biaya.

Dampak belum diterbitkannya sertipikat Hak Pengelolaan menyebabkan
harga tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat lebih murah
dibandingkan dengan harga tanah dan/atau bangunan yang telah bersertipikat,
karena selain sertipikat itu bisa dijadikan jaminan hutang ke bank pinjaman modal
kerja juga mudah untuk dijualbelikan.

Perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak
ketiga terhadap tanah di atas bagian tanah Hak Pengelolaan yaitu bagi pihak
ketiga yang ingin melakukan investasi di atas bagian tanah Hak Pengelolaan harus
memilih dan menentukan terlebih dahulu bagian tanah yang telah didafiarkan Hak
Pengelolaannya di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan foto copy
Gambar Penetapan Lokasi baik melalui jasa Notaris atau langsung ke Kantor
Pertanahan setempat. Terhadap tanah yang telah didaftarkan Hak Pengelolaannya,

pithak ketiga tidak akan mendapat kendala dalam proses pendaftaran hak atas
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tanahnya di Kantor pertanahan setermpat dan dapat menjadikan hak atas tanah
tersebut sebagai jaminan hutang serta dapat diperjualbelikan.

Dalam hai ini Otorita Batam harus melaksar-'-an kewajibannya untuk
mendaftarkan Hak Pengelolaan yang merupakan salah satu hak yang wajib
didaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran
Tanah sehingga memberi kepastian hukum terhadap hak atas tanah yakni memberi
kemungkinan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan
haknya atas tanah yang dikuasainya dan menggunakan kewenangannya yang
melekat pada hak tersebut antara lain menyerahkan bagian-bagian dari tanah
tersebut kepada pihak ketiga.

Jika sertipikat Hak Pengelolaan telah diterbitkan maka pihak ketiga
sebagai penerima hak atas tanah bagian di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
mendafiarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan setempat, sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1)
Undang-undang Pokok Agraria dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak

atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
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KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal seperti di
bawah ini :

1. Landasan hukum Otorita Batam untuk menyerahkan bagian tanah di atas
Tanah Hak Pengelolaan dengan mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga
sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
| Tahun 1977 baik sebelum dan sesudah terbitnya sertipikat Hak Pengelolaan
didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1977,

2. Kedudukan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan
Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak
Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibuat
sesudah terbitnya sertipikat Hak Pengelolaanya adalah sah dan telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan

‘ sebagai berikut :

a. Dari segi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian,
Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan
Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah memenuhi
syarat dan asas perjanjian.

b. Hak Pengelolaan telah didaftarkan, karena tanggal pendaftaran merupakan

saat lahir atau terjadinya Hak Pengelolaan
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U SENR AT BKASTRN | P BERESUR KA DEN "PEREURUSAN  TANAH
ATAS BAGIAN-B/~~\N T~TENTU ~"F~ PADA TANAH HAK PENGELOLAAN
OTORITA PENGEMBANGAN Di._ 'an INDUSTRI PULAU BATAM

Pada hari ini, hari .. ... tanggal ...duabelas = | bulan Pertember
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat di Jakarta

I. OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (OPDIPB) seiaku
pemegang Hak Pengelolaan dalam wilayah lingkungan kerja Daerah
Industri Pulau Batam, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 41
tahun 1973 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1977,
yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Chandra Lantai 7 - 8 Jalan
M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat dan Kantor Satuan Pelaksana
Otorita Batam di Batam Centre, Kotamadya Bate yang dalam hal ini
diwakili oleh : B.J. HABIBIE selaku Ketua yang bertindak untuk dan
atas nama OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM,
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

II. PT.INTISEMESTA PERKASA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 24 Jakarta, didirikan berdasarkan akte Notaris RICHARDUS
NANGKIH SINULINGGA, SH No. 209 tanggal 10 Agustus 1992 dan
diperbaiki dengan akte No.448 tanggal 25 Januari 1993, dalam hal

- ini diwakili o©oleh PETRUS SUF™ NTO, selaku Direktur Utama yang
bertindak untuk atas nama PT.INTISEMESTA PERKASA, untuk
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. v

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bersama-sama telah sepakat dan
setuju untuk mengadakan suatu perjanjian mengenai pengalckasian,
penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada
Tanah Hak Pengelclaan OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

{1) PIHAK KESATU mempelajari kondisi, kemampuan dan kesanggupan PIHAK
KEDUA vyang bermaksud mendirikan JASA dalam wilayah Daerah
Industri Pulau Batam berdasarkan izin usaha dan/atau persetujuan

yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang kepada
PIHAK KEDUA.

{2) Setelah mempelajari kondisi PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU
mengalckasikan tanah mentah yang terletak di SEI PANAS Wilayah
Fengembangan Batu Ampar Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana
tercantum dalam gambar Penetapan Lokasi (PL) No. 93030154 tanggal
10 Agustus 1983 skala 1 : 5000 dengan luas 49.994,60 M2 (empat
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat 60/100
meter persegi) dengan koordinat sebagai berikut %7

9.
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b. Sepanjang penambahan atas 1lokasi tanah tersebut‘ masih
dimungkinkan dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 perjanjian ini.

c. Masih dalam batas-batas Fatwa Planglogie sebagaimana te1§h
ditetapkan oleh PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib
mengajukan IMB baru. ;

d. PIHAK KEDUA sanggup memikul segala biaya-biaya vang berkenaan
dengan penambahan atas Tokasi tanah tersebut, diantaranya

- Biaya retribusi perubahan IMB.

- Membayar kekurangan Uang Wajib Tahunan kepada PIHAK
KESATU yang diakibatkan atas penambahan atas 1lokasi tanah

tersebut.

e. Kesanggupan pembayaran kekurangan Uang Wajib Tahunan
sebagaimana dimaksud butir diatas akan ditaksanakan pada
saat penambahan l1ckasi tanah tersebut disetujui oleh PIHAK
KESATU.

Dengan disetujuinya penambahan atas lokasi o©leh PIHAK KESATU,
maka akan dibuat Addend: atas perjanjian ini dan diterbitkan
Surat Keputusan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah yang baru,

berdasarkan gambar Penetapan Lokasi dan Fatwa Planclcgie yang
telah ditetapkan.

JANGKA WAKTU DAN STATUS HAK ATAS TANAH
Pasal 6

Dengan memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 4 Perjanjian 1ini, atas
dasar penetapan PIHAK KESATU, maka pengalokasian tanah kepada
PIHAK KEDUA diberikan wuntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun,
terhitung sejak dan sampat dengan tanggal sebagaimana ditetapkan

dalam Surat Keputusan Pengalokasian Tanah yang dikeluarkan oleh
PIHAK KESATU.

Guna menjamin adanya kepastian hukum tentang status hak atas
tanah kepada PIHAK KEDUA diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan tunduk
pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 6 Tahun 1860 (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan

pelaksanaannya dengan mengingat apa yang telah diperjanjikan
daiam Perjanjian ini.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 ini, atas permintaan dan
dengan mengingat keperluan PIHAK k 1WA, jangka waktu tersebut
dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun, Permint v/
Permohonan PIHAK KEDUA atas perpanjal _ i1n waktu tersebut narus
disampaikan kepada PIHAK KESATU 6 {enam) bulan sebelum
berakhirnya Hak atas tanah yang dialokasikan.

3 g
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C. PIHAK KEDUA wajib melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya yang
akan disampaikan kemudian oleh PIHAK KESATU,

d. PIHAK KEDUA bersedia dan menyanggupi untuk m bayar seluruh
biaya—~biaya yang diperlukan sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh Badan Pertanahan Nasional guna penerbitan Sertifikat Hak
atas tanah tersebut.

PERALIHAN HAK ATAS TANAH
: Pasal 10

(1} Tanah yang telah dialokasikan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud Pasal 1 perjanjian 1ini apabila dalam keadaan kosong
tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hal tanah vyang dialokasikan dimaksud sudah digunakan oleh
| PIHAK KEDUA, hanya dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak
; lain apabila sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari

PIHAK KESATU,

(2) Dalam rangka memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU, diperlukan
- persyaratan sebagai berikut :

a. Uang Wajib Tahunan telah 1lunas untuk jangka waktu sesuai
| dengan hak atas tanah yang diberikan sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 6 perjanjian ini.

| b. PIHAK KEDUA hanya diperkenankan membuat perjanjian yang
berkaitan dengan pet lihan hak atas tanah dengan Pihak lain
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
Akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini PIHAK KESATU berhak
menolak eksistensi perjanjian yang dibuat.

c¢. PIHAK KEDUA harus mengajukan secara tertulis mengenai alasan

atau sebab-sebab peralihan dan/atau pemecahan tanah tersebut
kepada PIHAK KESATU.

d. PIHAK KESATU dapat menolak memberikan persetujuan dengan
alasan yang mendasar.

(3} PIHAK KEDUA atau Pihak yang menerima peralihan Hak atas tanah
tersebut harus membayar biaya administrasi peralihan sebesar 1 %
{satu prosen) dari jumlah Uang Wajib Tahunan pada saat terjadinya

peralihan atas luas tanah yang dialihkan (sesuai ketentuan vyang
beriaku). ‘

{4) Surat persetujgan atau surat rekomendasi sebagai dimaksud dalam
ayat 1-Pasa1 ini dari PIHAK KESATU atas peralihan tanah tersebut
menjadi dasar PIHAK KEDUA dan Pihak yang menerima peralihan Hak

atas . tanah untuk pengurusan selanjutnya guna kepentingan
peralihan tanah tersebut, diantaranya

a. Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT {(Pejabat Pembuat Akta Tanah).

2
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I1ZIN MEl._ _RIKAN BANGUNAN DAN PEMBANGUNAN PHYSIK
Pasal 13

(1) Dengan disepakatinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak,
maka PIHAK KEDUA dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak
ditandatanganinya Surat Perjanjian ini harus sudah menyelesaikan
Fatwa Planologie dan design bangunannya.

(2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan Fatwa Planologie dan
design bangunan untuk persyaratan/perlengkapan memperoleh IMB
dalam jangka waktu tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka
pengalokasian tanah kepada PIHAK KEDUA akan batal dengan
sendirinya, dan PIHAK KESATU akan mengembalikan UWTO setelah
terlebih dahulu dipotong biaya administrasi sebesar 5% dari
jumtah UWTO-nya.

(3) Pembangunan physik harus dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
sebagai dimaksud datam ketentuan-ketentuan IMB.

(4) Jika jangka waktu tersebut pada ayat 3 tidak dipenuhi, maka akan
- dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Untuk hal tersebut pada ayat 4 Pasal 1ini, PIHAK KESATU akan
mengirimkan Surat Peringatan dengan dilampiri faktur tagihan/
perhitungan denda.

Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SBPMB) hanya dapat
diserahkan kepada PIHAK KEDUA jika telah membayar denda dimaksud.

Pasal 14
(1) Pembangunan physik dilaksanakan

a. Berdasarkan Fatwa Planoclogie dan ketentuan teknis vyang
berlaku di Indonesia serta sesuai dengan gambar-gambar
rencana pembangunan serta gambar-gambar konstruksi lengkap
dengan perhitungannya yang dibuat oleh Perencana vyang
memiliki surat ijin bekerja sebagai Perencana.
Dgn bagi yang menggunakan Perencana dari Luar Negeri
d1haruskan menurut standart-standart yang bertaku dij
Indonesia dan wajib berpartner dengan Perencana Tokal

(Indonesia).

b. Mengikupi petunjuk-petunjuk/syarat-syarat yang telah ada dan
akan digariskan oleh PIHAK KESATU dan/atau dinas-dinas vyang

bersangkutan.

C. Berqasarkan ketentuan-ketentuan/syar ‘.—-syarat vyang berijaku,
setiap ke~iatan pembar 1an phisik cgiatas tanah b: 1an-bagian
tanah Hak J2en_ lolaan . _4AK KESATU tersebut harus berdasarkan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh PIHAK
KESATU dengan pengertian bila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan
- ketentuan ini maka segala akibat yang timbul dan karenanya
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. 5
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FORCE MAJEURE
Pasal 20

Peninjauan kembali terhadap Surat Perjanjian ini akan diadakan, apabila
terjadi hal-hal force majeure (bencana alam, perubahan ketentuan /
beraturan Pemerintah dalam keadaan perang atau kekacauan wilayah yang
sama sekali diluar kekuasaan kedua belah pihak).

PERSEILISIHAN
Pasal 21

(1) Setiap perselisihan yang timbul dari dan/atau ada hubungannya
dengan Surat Perjanjian ini akan diusahakan penyelesaian secara
musyawarah teriebih dahulu sebelum diselesaikannya dihadapan
Pengadiian Negeri yang berwenang.

(2) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya Kedua Belah Pihak
menyatakan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Puliau Batam.

PENUTUP
Pasal 22

(1) Ketentuan*ketentuan/syarat—syarat yang mengikat kedua belah pihak
sebelumnya perjanjian 1ini ditandatangani tetap berlaku, selama
isinya tidak bertentangan/menyimpang dari Surat Perjanjian ini.

(2} Apabila salah satu Pasal atau kalimat didalam perjaniian  ini
ternyata isinya bertentangan dengan peraturan perundang—undangan,
maka pasal atau kalimat dimaksud dinyatakan tidak berilaku dan
bagian pasa] Tainnya tetap berlaku.

(3) Naskah. asli Surat Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia,
karena itu hanya Naskahnya yang berbahasa Indonesia yang berlaku
dan mengikat kedua belah pihak sebagati ‘penafsiran tanpa
menghiraukan terjemahan-terjemahan yang dibuat dalam bahasa asing
lainnya.

(4) Hal-hal yang mungkin timbul dan beilum diatur dalam perjanjian ini

akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu Addendum

berdasarkan musyawarah dan myfakat dtantara kedua belah pihak
(PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA)

(5) Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat keke1iruan/kekurangan,

dalam Surat Perjanjian ini maka akan diadakan perubahan/
pPenyempurnaan sebagaimana mestinya,
q B
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Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini merubah dan
menvempurnakan pasal 13 ayat (1) dari Surat Perjanjian Nomor

069/UM-PERJ/1X/1994 tanggal 12 OSeptember 1994, sehingga berbunyi
sebagai berikuvt ;- ——----—---—H+-—H-----—-—"—----—-—----+ -\

1ZIN MENDIRIEAN BANGUNAN DAN PIEMBANGUNAN PHYSIEK
Pasal 13

1) Dengan disepakatinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak,
maka PIHAK EFDUA dalam tenggang waktu 29 {( Dua puluh sembilan )
nulan sejak ditandatanganinva Surat Perjanjian 1ini harus sudah
menvelesaikan design bangunannya, vang selanjutnyva disampaikan
kepada PIHAK PERTAMA guna proses permohonan I.MB ————

lemikian Perubahan Surat Perjanjian ini dibuat rangkap ? (dua) diatas
ertas yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum vang sama
erta ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada tanggal, bulan dan
ahun tersebut diatas, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
urat Perjanjian No.: 06839/UM-PERJ/IX/19894 tanggal 12 September 18594 .

'THAE KEDUA PIHAE PERTAHMA

T. INTISEMESTA PEREASA ‘ OTORITA PENGEMBANGAN DARRAH
lirektur Jtama,

IADI DJATMIRO, .| \.
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Nomor : 4786/PT.10.H.PS/MK/07

Lamp. :

Hal :Permohonan ijin Penelitian
untuk penulisan Paper / Tesis

Kepada,

Yth

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Vivin, S.H.

Nomor Mahasiswa : 18913/PS/MK/06

Tempat & Tgl. Lahir: Sorong, 14 Oktober 1982

Program Studi : Magister ™ 1otariatan

Alamat : J1. Jembatan Merah I/ 88 A, Yogyakarta,

ditugaskan oleh Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universi
Gadjah Mada untuk menyusun Paper/Tesis dengan judul:

“KEDUDUKAN  SURAT PERJANJIAN TENTANG PENGALOKASIAN
PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAH ATAS BAGIAN-BAGIAN TERTEN’
DIATAS TANAH HAKPENGELOLAAN OTORITA PENGEMBANGAN DAER/
INDUSTRI PULAU BATAM DAN DAMPAKNYA DI MASA MENDATANG”

Oleh karena itu mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bahan-bah
keterangan yang diperlukan guna penyusunan Paper/Tesis tersebut.

Bahan-bahan keterangan tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan ilmiah dan tid
akan diumumkan ke luar.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
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